BUPATI KARANGANYAR
~ PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPA’I‘I KARANGANYAR
NOMOR /0/ TAHUN 2018
EROS A Sl 'I‘ENTANG L
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN ’I‘ERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TR
o BUPATI KARANGANYAR

 Menimbang _a.’.bahwa penanganan Pembenan pelayanan penzman % IR
- ... untuk beberapa jenis perizinan telah -dilaksanakan: =~ =
- dengan menerapkan pola pelayanan terpadu melalm., IR
. Dmas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu -

. ';‘ b . bahwa dengan dltetapkannya Peraturan Pemermtah -

. Nomor- 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan. Perizinan :
" ‘Berusaha Terintegrasi - Secara ‘Elektronik, Pemenntah PRSI E

s 4 -~,"- : Daerah waJ1b membenkan pelayanan penzman secara _;;f

. elektronik; -

o pengaturan pembenan pelayanan penzman dan non
:'penzman : S

o Pintu;

. c ‘bahwa dalam rangka eﬁ31en31 dan efektwltas pelaYanan & ‘
© . perizinan, diperlukan upaya " Penyedcrhanaan dalam

~ d. bahwa - - berdasarkan : pertlmbangan sebagalmana PRI
o _dlmaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
_ ‘membentuk  Peraturan. - Bupati  tentang =
" _»Penyelenggaraan Pelayanan Penzman Terpadu Satu o

L ‘j’f}‘:"MéI'iginigétﬁ' 1 . : Undang—Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang :
© .« i w7 Pembentukan = Daerah- daerah Kabupaten Dalam_,,g |

~ Lingkungan Provinsi J awa Tengah
- Negara Repubhk Indonesm. Nomor 4724);

. Republik Indonesia Nomor 4725);

" Informasi dan Transaksi Elektronlk (Lembaran Negara -
. Republik Indonesia Tahun- 2008 Nomor 58, Tambahan
~ _ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2 Undang-Undang - Nomor. 25 Tahun 2007 tentang';;._"_._v’-‘. S
- Penanaman = Modal - (Lembaran ‘Negara = Republik~ =
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran IR |

3. 'Undang-Undang Nomor : 26 - Tahun' 20(‘)7‘ tentang__:ﬂz' =
- Penataan Ruang (Lembaran Negara Repubhk Indonesia -~ IR
~~ Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara':‘: TelE L

- 4 ‘Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentangi"ﬂ;_._'f o

‘ 5.":'~'Undang-Undang Nomor 14 Tahun ~ 2008 tentangf‘,

- Keterbukaan  Informasi Pubhk (Lembaran .Negara
L Repubhk Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan;“ L
e Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 4846), o



. ifUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha R

- Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik =~
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran o
Negara Republik Indone31a Nomor 4866); R

B Pelayanan Pubhk (Lembaran Negara Repubhk Indone31a_"} ER
~Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara ”
~ Republik Indonesia Nomor 5038); o e
. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajakv o
" Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara ~ =~
Republlk Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan AR
'Lembaran Negara Republik Indonesw. Nomor 5049); .
.- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang =
- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik .=
 Indonesia Tahun 2014  Nomor 244, Tambahan
-~ Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5587)
~ sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir .
~ dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
" Perubahan Kedua atas Undang-Undang ‘Nomor 23
" Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran R

. Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

o ~+ Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor o

. 5679);

Peraturan Pemermtah Nomor 82 Tahun 2012 tentang S
" Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik =~
- (Lembaran . Negara Repubhk Indonesia Tahun 2012
- Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Repubhk_-f'_. o
. Indonesia Nomor 5348); - R
- "11. Peraturan Pemenntah Nomor 96 Tahun 2012 tentangﬁ IR
- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 -
' tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republlk e
. _Indonesia  Tahun 2012 . Nomor 215, Tambahan =
- Lembaran Negara chubhk Indonesm Nomor 5357), R
Peraturan Pcmermtah Nomor 18 Tahun 2016 tentang-p Lo
~ Perangkat Daerah (Lembaran Negara - Republik

~ Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan g
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); -

14,

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang L
- Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara =
' Elektronik (Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Tahun R
2018 Nomor 90);
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang D

S 'Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

15,

- 16

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang o

- Percepatan Pelaksanaan Berusaha, R B
Peraturan Menteri Dalam Negeri. 138 Tahun 2017g',_:»f
- tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu_ R

- Pintu; -

iPeraturan‘ . Menteri Pertaman o Nomor’. kS
L 29/PERMENTAN/PP 210/7/2018 tentang Tata Cara
SRR Perlzman Berusaha Sektor Pertanlan, G o



18

RN
- o0,

tentang Izin Lokasi;

Peraturan Menteri Agrana / Kepala Badan Pertanahan
 Nasional Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman R

S _Pertimbangan Teknis Pertanahan;

S - 23.

~ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor SR
25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi -~

. secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan; =~~~ .
‘Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan =
~ Nomor -  P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018/ . =
~ tentang Norma, ‘Standar, Prosedure, dan Kriteria =~

o Pelanyanan Perizinan Terlntegra31 Secara Elektromk e
Lingkup - Kementenan Llngkungan : H1dup Dan e

Kehutanan

Peraturan Mentén ngkungan Hldup dan Kehutanan : o
'~ Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018
tentang Kriteria Perubahan Usaha dan '/ atau Keglatan SRR

“ Dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan

~ Nomor . P. 25/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/7/2018
- tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha L

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dan/atau - Kegiatan Yang Wajib memiliki Upaya

S - Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan -
'Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan R

o Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
“Nomor - - P. 26/MENLHK/SETJEN/KUM 1/7/2018 =

o tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta

_ Pemeriksaan Dokurnen Llngkungan ‘Hidup Dalam;_ T

~ Pelaksanaan - Pelanyanan- ‘Per1z1nan v Berusaha_;: o
. Terintegrasi Secara Elektronik =~ ‘ R
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 S

tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan; -

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 20 18
' tentang Pelayanan Perizinan ‘Berusaha Termtegras;l o

 Secara Elektronik di Bidang Perdagangan;

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018;; -
.tentang 'Perizinan - Berusaha Termtegram _ secara L

o Elektromk Sektor Pammsata

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun S
- 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria = = =

R Perizinan  Berusaha Terintegrasi secara Elektromk IR
R Sektor Perhubungan d1 Bldang Darat

Pefaturan Menten”PekerJaan Umum dan Perumahan AR
~ Rakyat  Nomor -~ 19/PRT/M/2018 - tentang = -
R Penyelenggaraan Izm Mendirikan Bangunan Gedung
- dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui =~

- Pelayanan - Penzman Berusaha Ter1ntegras1 Secara""' ST

- Elektronik;- L RE
Peraturan. Menten Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 P
tentang  Pelayanan Perizinan Berusaha Tenntegras1 PR
' Secara Elektronik Sektor Kesehatan; . YL
‘Peraturan Menteri ‘Agraria“ dan Tata Ruang/Kepala“__ R
- Badan_ Pertanahan Nasmnal Nomor 14 Tahun 20184 SR



32,

Menetapkan

’:‘.”'Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor"ﬁ}»,.:'_j;‘_v'}’_.

31 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 . S
Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wllayah“-;*j’.f S
" Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran

~Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1,

o - Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangany{jlr : -

Nomor 3);

}‘Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16~ o
~ Tahun 2016 tentang ' Pembentukan dan Susunan -~

Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran

16);

‘Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan

- Pelayanan = Terpadu Satu Pintu- (Berita Daerah |
o Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 106), o

MEMUTU SKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN

o kepada Pelaku Usaha untuk memu]a1 dan menjalankan, e

BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

| BABI AR
 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatl ini yang dlmaksud dengan
. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. sl T
. Pemerintah Daerah adalah - Bupati - sebaga1 unsur_ N

. penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memlmpmi L

- pelaksanaan - urusan pemerlntahan yang men_]adl o
 kewenangan daerah otonom. . A

Bupati adalah Bupati Karanganyar Lo ST R
. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu f RTINS
~Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat =~

- Daerah yang menyelenggarakan urusan pemermtahani AP
 bidang penanaman modal dan bidang energi dan

- sumber daya mineral di Kabupaten Karanganyar. . =~
Kepala Dinas adalah Kepala Dlnas Penanaman Modal S
~dan - Pelayanan Terpadu Satu Pmtu Kabupaten L
- Karanganyar. L
. Perangkat Daerah adalah unsur. pembantu kepala-:"f T
‘daerah dan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah dalam -~ -

- penyelenggaraan Urusan Pemerlntahan yang men_]adl R

- kewenangan Daerah. - L
Penyelenggaraan Pelayanan Penzman Terpadu Satuv T
~ Pintu yang selanjutnya dlslngkat PPTSP adalah»f;)‘"f‘._’_ B
‘penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan . =
 yang mendapat pendelegasian = atau pelimpahan .
wewenang dari 1embaga atau 1nstan51 yang memiliki
. kewenangan perizinan yang proses pengelolaannya - -
~ dimulai dari tahap penerimaan berkas permohonan
 sampai ‘dengan - tahap terbltnya dokumen yang
- dilakukan dalam suatu tempat.

Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang dlberlkan

,‘-' .

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2016 D
‘tentang - Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,



| usaha dan/ atau keglatan dan dlbenkan dalam bentuk

persetuyjuan  yang dituangkan  dalam bentuk
surat/keputusan  atau pemenuhan  persyaratan
dan/atau Komitmen.

Perizinan Berusaha Termtegram Secara Elektronik atau

- Online Single Submission yang selanjutnya disingkat s

10.
- usaha yang mengajukan permohonan izin.
11.

12.

13.

14

16.

17

OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh

. Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan
" lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada

Pelaku Usaha melalu1 s1stem elektromk -yang
terintegrasi.

Pemohon adalah setxap orang perseorangan atau badan

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau
badan usaha yang melakukan usaha dan /atau
kegiatan pada bidang tertentu.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang

laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi

- sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan

‘makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan

 memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata Ruang adalah Wu]ud struktur ruang dan pola
ruang. ‘

- Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata
- ruang.
15.

Pemanfaatan  Ruang adalah ‘upaya mewujudkan
struktur ruang dan pola ruang sesuai rencana tata
ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program

- beserta pembiayaannya.

Rekomendasi Persetujuan Pemanfaatan Ruang adalah

- surat atau rekomendasi persetujuan yang dikeluarkan

oleh Pejabat Perangkat Daerah yang berwenang dalam
bidang penataan ruang yang diberikan kepada orang

- pribadi atau badan atas nama. Pemerintah Daerah
. terhadap pemanfaatan ruang.

Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku ‘,

- usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk

usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai

| izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah

 tersebut  untuk kepcrluan usaha dan/atau

18.

19.

' 20.

~ kegiatannya.

Izin Perubahan Pcnggunaan Tanah yang selanjutnya
" disingkat IPPT adalah perizinan yang terkait dengan
- pemanfaatan ruang yang diberikan = kepada

perseorangan untuk alih fung31 tanah pertanian ke non
pertanian.

Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB
adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah
Kabupaten Karanganyar kepada pemilik bangunan

- untuk membangun baru, mengubah, memperluas, »
' mengurangi,. dan/atau merawat bangunan sesuai

dengan persyaratan adrmmstratlf dan persyaratan

teknis yang berlaku. .
" Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk dcngan
* Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Perangkat

- Daerah yang terdiri dari ‘unsur-unsur Satuan Ker]a

C



Perangkat Daerah/1nstan51 terkalt atau Pe_]abatv S
© struktural dan staf teknis di lingkungan perangkatf;

" 'daerah yang bertugas melaksanakan - pemeriksaan

R lapangan, - pembahasan - teknis, ~dan - memberikan = .
- pertimbangan- persetu_]uan atau penolakan terhadap I
- permohonan perizinan. e

‘Pendaftaran = - adalah pendaftaran usaha dan/atau R
- kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui 0SS. B
Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya d1smgkat NIB e
~ adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh =~ =
rLembaga 0SS setelah Pelaku Usaha melakukan

RS 22

" Pendaftaran. -

Izin Usaha adalah 1zm yang dlterbltkan oleh Lembaga e
- 0SS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga,
- gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha:
~ melakukan Pendaftaran dan ‘untuk memulai usaha. - .
~~  dan/atau . keglatan ‘sampai ' sebelum - pelaksanaan =
 komersial atau operasional . dengan memenuhlf-. e
¢t . persyaratan dan/atau Komitmen. R
¢ 24. Izin Komersial atau Operasional ‘adalah izin yang R
S d1terb1tkan oleh Lembaga 0SS untuk dan atas nama o

SR bupatl/wah kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan
© Izin Usaha dan untuk melakukan keglatan komersial -~ -
o atau operas1onal dengan - memenuhl persyaratan L
i . dan/atau Komitmen. = SRR
. 25, Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk
i - . memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/ atau Izm SR
. Komersial atau Operasional. - =~ S
. - 26. Dokumen Elektronik adalah setlap 1nforma31 elektromk- e
 yang dlbuat, dlteruskan, dikirimkan, diterima, atau - -
~° disimpan - dalam  bentuk - ‘analog, - digital,
r.__elektromagnetlk opt1kal atau. sejenlsnya, yang dapat -~
- dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui . .

BT komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak

. terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, .~ .
. foto atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses, . = =
- simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti =~ ..
. atau. dapat d1paham1 oleh orang yang mampu

> memahammya S BRI
‘Notifikasi adalah 1nforma31 pernbentahuan terhadap' ce T
.- status permohonan izin melalui aplikasi 0SS dan/ atau .
ap11ka31 lainnya yang berbasis dalam jaringan. N
Pejabat adalah pejabat yang mempunyai kewenangan RINE T
. untuk menetapkan persetujuan pembcnan izin. - T
‘Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retnbus1, el
©. . adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atasjasa
. atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan = -

- dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk;

o kepentmgan orang pribadi atau badan T
Kas Daerah adalah Kas Pcmenntah Kabupaten I
' Karanganyar = IR
Hari Kerja adalah han yang d1paka1 Pegawa1 Negen Slpxl' o
" dan Non Pegawal Negeri S1p11 untuk menyelesaikan =
e »peker_]aan berdasarkan surat ketetapan atau edaran R
SRR Bupatl yang telah dltetapkan T

S 20



SRR BABII R
MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

' .Peraturan BLIPatl ini dlmaksudkan }untuk mengatur-:v ol

.- pelayanan perizinan berusaha ‘secara elektronik yang

- dilakukan melalui OSS yang. disediakan pada laman
- www.0ss.go.id ataupun laman lamnya yang tenntegra31 EEAPRET

dengan s1stern dlmaksud

Pasal 3.

',_‘}':'I‘ujuan Peraturan' Bupau adalah untuk memberlkan o
: kepastlan hukum dalam rangka peIayanan penzlnan dan

sl non PCI‘ izinan Yang dllaksanakan mela1u1 s1stem elektromk BEEAS

: ' ' ' o Pasal 4
o Ruang llngkup Peraturan Bupati mehputl o
 a. Rekomendasi PersetUJuan Pemanfatan Ruang, T

- bo pelaksanaan penzman secara online; =
- c. jenis pelayanan perizinan dan non per1z1nan
"~ d. tata cara pelayanan perizinan melalui OSS;

- - e. standar operasional prosedur pelayanan per1z1na‘n'dan o

- non penzman -

BAB III

REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMANFAATAN RUANG S
S BaglanKesatu DR
- Umum _  DRERE
Pasal 5

o Set1ap orang atau Badan yang akan memanfaatkan Ruang D

‘wajib memiliki Rekomendasi Persetujuan Pemanfaatan = =

" Ruang dari. Pejabat yang berwenang dalarn b1dang‘~, e
penataaan ruang. e

Pasal 6

L | ( 1) Rekomenda31 Persetujuan Pemanfaatan Ruang d1ber1kan L o

s untuk

. a. menjamin pernanfaatan Ruang sesuai dengan“f o
- Rencana Tata Ruang, peraturan zonasi, dan standar fl e

" pelayanan minimal bidang penataan Ruang;

b, mencegah dampak negatif pemanfaatan Ruang; dan
e 'mehndungl kepentlngan umum- dan masyarakat,-‘*} SR

luas.

R »‘_(2) Rekomendaéx : Persetujuan Pemanfaatan Ruang:._

~ sebagaimana- ‘dimaksud pada ayat (1) harus sesuai

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail

Tata Ruang: berdasarkan perundang—undangan yang:.

berlaku
: Baglan Kedua L
Tata Cara Permohonan o -
Pasal 7

(1) Rekomenda31 Persetujuan _ Pemanfaatan Ruang’ I

dlterbltkan untuk pengajuan permohonan Izm Lokas1 -


http://www.oss.go.id

(2) Untuk ‘ mendapatkan Rekomenda31 sebagaumana'

. dimaksud pada  ayat = (1), Pemohon ‘mengajukan -
~ permohonan kepada Kepala Dinas Peker_laan Umum =

~ dan Penataan Ruang (DPUPR) dengan cara mengisi -
. “formulir - permohonan - dan menandatangani - surat:

S pernyataan sebagalmana pada Lampiran IA Peraturan -

- Bupati ini . d11engkap1 dengan persyaratan sebaga1 o

 Dberikut:
. a. Foto copy Kartu ’I‘anda Penduduk (KTP), . :
~ b. Foto copy akta perusahan (bagi badan hukum), o
- c. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); -

o d. Peta lokasi tanah disertai tlt.lk koordmat bldang }tanah -

- yangdimohon;
. e. Foto copy ! tanda bukti penuhkan hak atas ta.nah

f. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
- (SPPT) dan Surat Tanda Terima Setoran (ST'I‘S) Pajak' S

.. Bumidan Bangunan (PBB) tahun ber_;alan
- g Proposal rencana Kegiatan usaha.

BT (‘3) Jangka waktu penyelesaian penerbltan 'Rekomendas1 S

~ mulai dari permohonan d1ter1ma lengkap pahng Iama 12:. ’
(dua belas) hari kerja. - '

o (4) Rekomendasi sebaga.lmana dlrnaksud pada ayat (1)"; T (R
berlaku Selama 1 (satu) tahun se;ak Rekomendas;r;j.v-, SR

dltetapkan

3 ,} (5) Apabila peemegang Rekomendasl tldak melaksan akan e

keglatan pemanfaatan ruang sebagmmana tersebut-
-dalam Rekomendasi selama jangka waktu scbagmmana -
- dimaksud pada ayat (4), maka Rekomendasi tersebut =

dmyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum. = BN

v:"’.'(6) Bentuk - dan Naskah Rekomendasi sebagalmana“;ii_   5_"75   '

" dimaksud pada ayat (1] tercanturn dalarn Lamplran IB . |

Peraturan Bupat1 ini.

SRR BABIV BEETR
PELAKSANAAN PERIZINAN SECARA ONLINE
/ Baglan Kesatu :
Umum

Pasal8

"'Pelayanan B OSS merupakan | peiayénan dcnganf e

memanfaatkan serangkalan perangkat dan prosedur:ﬁv‘-'-,f“

B K eIektromk yang berfungsx

@ ‘sbﬁ,"si oop

memperSIapkan, e
.. mendaftarkan; =
~mengolah; .
.mengana1131s, ST
~ menyimpan;
- menampilkan; dan v ) S S S
“mengirimkan 1nf0rma81 elektromk melalm Jarlngan L

komputer dan / atau 1ntemet

_ Bag1an Kedua , o

Pasal 9

‘(‘1) Pelaksanaanv peléiyanan 0SS d1lakukan secara mandm‘ |
o oleh pemohon dengan mengakses laman www.0ss.go. id

E


http://www.oss.go.id

(2)

 (1)“

(2)

- ©

)

()

~dan www.simbg.go.id ataupun laman lainnya yang
terintegrasi dengan sistem dimaksud. v :
Dalam pelaksanaan pelayanan OSS sebagalmana
dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melakukan
‘pendarnpmgan atau asistensi.

‘ ,Baglan Kettga )
.. Dokumen

Pasal 10
Dokumen persyaratan pengajuan permohonan izin
sebagai persyaratan permohonan izin dllakukan secara
manual /atau offline.
Dokumen sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)
merupakan bagian dari pemenuhan kom1tmen B
terhadap izin yang diberikan.
Sebelum mengajukan permohonan izin, pemohon
harus memiliki seluruh dokumen yang menjadi
persyaratan izin.,

~ BABV
JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

“Pasal 11
Jenis pelayanan perizinan - dan non perizinan yang
dilaksanakan melalui OSS yang terkait di Dlnas
meliputi: v
a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
b. Izin Lokasi; . o
c. Izin Mendirikan Bangunan Tempat Usaha;
d. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Tempat Usaha;
e. Izin Usaha Sektor;
f. Izin Operasional/Komersial;
Jenis pelayanan perizinan dan non penzman yang
dilaksakan tidak melalui OSS pada Dinas meliputi:
_ a. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT);

- b.Izin Operasional Menara Bersama (IOMB);

c. Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal;

d.lzin Pengelolaan Tempat Pemakaman = Bukan
Umum (TPBU);

- e. Izin Usaha Toko Modern;

f. Izin Reklame;

g. Izin Penggilingan Pad1

h. Izin Optik;

i. Kartu Pengawasan atas penerbltan Izm Usaha
Angkutan;

j Surat Keterangan terkait penzman

A}

BAB VI .

TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

(1)

- MELALUI OSS

Pasal 12 :
Pernohon menyampaikan permohonan perizinan dengan
memasukkan data (input) pada aplikasi di portal
perizinan OSS dengan mengakses laman Www.0ss.go.id

e


http://www.simbg.go.id
http://www.oss.gb.id

dan www,simbg.go.id untuk perizinan bangunan gedung
dengan mengikuti tata cara yang telah ditetapkan.

(2) Pemohon wajib memenuhi komitmen dan persyaratan
izin atas permohonan izin yang diajukan sesuai batas
waktu pemenuhan komitmen berdasarkan peraturan

| perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemohon yang melakukan permohonan perizinan

- melalui OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab atas kebenaran Dokumen Elektromk
yang diajukan. -

(4) Dokumen elektronik sebagmmana dimaksud pada ayat
(3) mempunyai - kekuatan -~ hukum yang sama
sebagaimana dokumen fisik. _

(5) Ketentuan mengena1 pelayanan perizinan melalui 0SS
dilaksanakan sesuai alur sebagmmana tercantum dalam

- Lampiran IIA Peraturan Bupati ini. o

(6) Ketentuan mengenai mekanisme proses permohonan izin
sebagmmana tersebut dalam Lampxran IIIA Peraturan
Bupati ini.

. ’ Pasal 13
(1) Pemohon wajib menyampmkan dokumen permohonan
dan persyaratan ke Dinas sebagai bentuk pemenuhan
Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1) dan ayat (2). :
(2) Dinas melakukan pemenksaan terhadap permohonan
‘ - dan persyaratan perizinan.
(3) Dinas mengirimkan dokumen yang memerlukan
. Rekomendasi Teknis dari Perangkat Daerah terkait.
(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berisi persetujuan/penolakan. .
(5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diterbitkan palmg Iama 6 (enam) han se_]ak dokumen
- diterima. -
(6) Dinas melakukan pemrosesan permohonan dan
notifikasi persetujuan/penolakan melalui sistem OSS
setelah mendapatkan Rekomendasi teknis dari Kepala
- Perangkat Daerah terkait. i
(7) Terhadap permohonan yang tidak d1per1ukan
Rekomendasi Tekms dari Perangkat Daerah terkait,

Dinas dapat langsung melakukan notifikasi -

persetujuan/penolakan melalui sistem OSS. |

- (8) Sebelum persetujuan/penolakan melalui sistem OSS
dilakukan, dapat dilakukan peninjauan lokasi atau.
survey lapangan oleh Tim Teknis Perizinan yang terdiri
unsur pejabat teknis dan staf teknis di hngkungan
Dinas sesuai standar waktu pemrosesan izin yang
diajukan. :

T Pasal 14 I

(1) Notifikasi persetujuan/ penolakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6)

- dilakukan oleh Kepala DPMPTSP.

(2) Notifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan
dengan lembar validasi yang. d1tandatangam oleh
Kepala DPMPTSP. o {‘


http://www.simbg.go.id

(3)

(4)

)

@

(1)

@
@

(4)

-

(1)

@

)
(4)

(5)

Ketentuan mengenai bentuk naskah lembar validasi
sebagaimana tersebut dalam Lampiran IIC Peraturan
Bupati ini.

Dengan disampaikannya persetujuan sebagaimana
dimaksud ayat (1), maka sistem OSS menetapkan

bahwa Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif. |

Pasal 15 v
Terhadap izin yang dikenakan Retribusi, maka

diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah
sebagaimana dimaksud pada -ayat (1) pemohon
membayar Retribusi ke Kas Daerah melalui Bank
Jateng. _ ‘
. BAB VIl .
TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN =
TIDAK MELALUI OSS '

Pasal 16
Pemohon wajib menyampaukan berkas permohonan

- dan persyaratan izin ke Dinas sesuai standar
operasional prosedur perizinan sebagaimana tersebut =
~dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini. B
Dinas melakukan pemenksaan terhadap permohonan

dan- persyaratan penzman sebaga_xmana dimaksud
pada ayat (1). .
Untuk jenis penzman tertentu dilakukan pemnjauan

lokasi atau survey lapangan oleh Tim Teknis Perizinan -

sesuai standar waktu pemrosesan izin yang diajukan.

Kegiatan mengenai pelayanan perizinan yang tidak
melalui OSS dilaksanakan sesuai alur sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IIB Peraturan Bupati ini.
Kegiatan mengenai mekanisme proses permohonan izin'®
sebagalmana tersebut dalam Lampiran IIIB Peraturan

' Bupan 1n1

Pasal 17
Pemohon yang tidak dapat mengurus penzmannya
sendiri dapat memberikan kuasa kepada pihak lain

untuk menyerahkan berkas permohonan, disertai surat

kuasa bermeterai cukup.

Pemeriksaan berkas permohonan dan pemenksaan
lapangan dilaksanakan oleh Tim Teknis Perizinan.

Tim Kerja Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) beranggotakan dari unsur Perangkat
Daerah terkait dan d1tetapkan dengan Keputusan'
Bupati. :

Hasil pemenksaan berkas dan pemeriksaan lapangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam
Berita Acara.

Berita Acara sebagalmana dlmaksud pada_ ayat (4)

sebagai dasar untuk menyetujul atau  menolak :

permohonan izin. N ' /‘



| © BABvmI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN '

' ' : Pasal 18 v
Ketentuan mengenm Standar Operasmnal Prosedur jenis
pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana
- dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran IV
Peraturan Bupatx ini.

- - Pasal 19 A S
(1) P'I‘SP melakukan pelayanan secara manual bagi
: perizinan yang tidak dapat dilayani melalui OSS

_ karena: .
(2) Pelayanan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dengan

mencantumkan NIB"- pada dokumen penzman ‘yang
d1terb1tkan . ‘

_ . Pasal 20
Dinas melaksanakan pelayanan perizinan bagi izin yang
- tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
- 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
~ Secara Elektronik.

"BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

: ~ Pasal 21

(1) Guna menjamxn kepastlan ‘hukum dan perlmdungan

’ terhadap pelaku usaha dan masyarakat, perizinan yang
telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati
ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang ‘dalam proses.
penerbitannya memenuhi  ketentuan peraturan‘
- perundang-undangan.
 {2) Pelaku usaha yang telah mem1hk1 perizinan sebelum

‘berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib mengajukan

pendaftaran usaha untuk memperoleh NIB.

. Pasal 22
Penzman Berusaha yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha
- sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum

diterbitkan Perizinan Berusahanya, diproses melalui sistem i

OSS sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

| . BABX |
KETENTUAN PENUTUP

: ’ Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka: -

~ a. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2017

tentang Izin Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah

- Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2017); o

 b. Peraturan Peraturan Bupati Karanganyar 43 Tahun 2017

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 43 Tahun

2017); S | /w



e c Peraturan Peraturan Bupan Karanganyar 80 Tahun 2017
. tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Umum
~ pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu -
~~ Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar S
e Nomor 80 Tahun 2017) berikut perubahannya I
IRT dlcabut dan dmyatakan tldak berlaku

SR D Pasa124 Lo P
Peraturan ‘ Bupatl vim mulal berlaku pada . tanggal
_dlundangkan o , . :

. ';‘3Agar setlap orang | mengetahumya, in‘e‘r’nermtahkén e

- : - pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannYa = -
R dalam Berlta Daerah Kabupaten Karanganyar SAAE

Dltetapkan d1 Karan anyar
pada tanggal 77 / WWV 0(50/ &

- BUPATI K/ RANGANYAR

Dlundangkan d1 Karangany r

| SEKRETARIS DABRAH KAJUPATEN KARANGANYAR

el ijERI DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR / 0/ |

TeIah leoordlna81kan
| PEJABAT r;;ARAF
1. As1sten Pemenntahan : ﬂ -
. : 2. Kepala DPMPISP’ R ]Z,




R T LAMPIRANI , BTN
4+ - PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
. NOMOR /0/ TAHUN 2018
s .. o TENTANG =
% . .. . PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA‘
ol TERINTEGRASI SECARA ELEK’I‘RONIK

S A BENTUK FORMULIR PERMOHONAN REKOMENDASI PERSETUJUAN"“‘ }; ' /v

PEMANFAATAN RUANG

| Karanganyar ..';;.;,..’.;',;.';.’ ........ SRR e

o Penhal Permohonan Rekomenda31 SR f ' Kepada

o Persetujuan Pemanfaatan Ruang Yth. Kepala DPUPR
. o : ’KabKaranganyar

Berdasarkan Peraturan Bupat1 Karanganyar Nomor ;.'.".....;..'.":.’:.Tahiin:‘, .

e ;,2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik, bersama ini -
. kami mengajukan permohonan Rekomendasi Persetu_]uan Pemanfaatan Ruang L
- dengan keterangan sebaga1 berikut : Lo . R
_ Pemohon S e -
-~ Nama A o '_ Tl e ‘...:....‘.‘..;._;'.,‘.‘...'.'....".".b;;i..'....'....."... .

Alamat | o AR D deishesasisssasesssesensrearrresuanasearesarsre v

 No. Identitas = o ..... Teriaeiesessearsoens |

O No.Telp./HP - o i, cieereereeraeesteesaeenee

~ Bertindak untuk dan atas nama ﬁ it ewiaese

- Keterangan Tanah B S R L
 Luas tanah keseluruhan EE T TN SOOIt
' Luas tanahyang dnnohon . [ S TS T A SOOI SRR SR

. Dusun/Kampung ] e "'
DESA  rervveiveennninns ceee Kecamatan .......... verenesnnnns L
 Bukti kepemilikan tanah ( HM/ HGB/ HP/Pethuk) Nomor

- Rencana Penggunaan tanall .

o "Untuk melengkap1 pcrmohonan tersebut bersama ini kam1 lamplrkan

,- ‘a. Foto ‘copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
" b. Foto copy akta perusahan (bagi badan hukum),

" c. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- d.Peta lokasi tanah disertai titik koordinat bidang tanah yang d1mohon, . o

¢. Foto copy tanda bukti pemlhkan hak atas tanah;

f Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPI‘) dan Surat Tanda'_-"i L o

Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun ber_]alan

o ]ff'g Proposal rencana kegiatan usaha

Apablla permohonan rekomenda31 tersebut dlkabulka.n, maka kaml sanggup
:vdan bersedia memenuh1 semua persyaratan yang dltentuka_n .

. Demikian permohonan ini kami sampalkan dengan sebenar-benamya dan a tas A
SR perhat1an serta bantuannya dlsampa.tkan tenma ka51h ' R

. ~P‘e:moh'o n,



SURAT PERNYATAAN

. jf".;',."Yang bertanda tangan d1 bawah ini saya

ay benkut

- "rNama e oo
"'f;,Umur i eeiieivees s eseresenessae e s eeasi s r s nes e s an s nes vieeieie
Pekerjaan U1 nnivseeebiensnesatebietsnestinenaseonsasanneinrentrsasannsissensnnissin
Bertmdakuntukdan atas ST e e
CONBIMA Ll e e s e es i eeran
---;Alamat - ..... edeendrmmninies
: Letak tanah dan tujuan penggunaan/peruntukan ruang adalah sebaga1 o
Penggunaa.n tanah saat dlmohon D eeenereeaerens (pertaman/non pertanlan)
- Luastanah ' ' .. _:.,...‘.‘...4.‘,..-.. vm2 : L e
"~ Rencana Penggunaan tanah LTI dissieessensenesatsasiosiisanisneses T

L (mdustrl/ perumahan/ perdagangan / Jasa/ rumah tmggal dll)
- Luas tanah yang dimohon = :.......... veene M2

. *f;Letaktanahyangdlmohon et e e e
.‘:.::_v‘vausun/Kampung cesinneireiesiiedraiesnes DESA wirieriienne _.._;.':,‘..'.;‘ch....',..; ..... evenee

Dengan ni. menyatakan bahwa apablla permohonan Rekomendas1 ‘-? :

e ..;PersetuJuan Pemanfaatan Ruang yang saya ajukan dikabulkan, maka saya. DR
~ .bersedia dan sanggup untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan’v

 rencana’ penggunaan tanah sebagaiman tersebut dalam permohonan ini H

- selambat-lambatnya 1 - (satu) tahun setelah Rekomendas1 Persetujuan»
Pemanfaatan Ruang dlterbltkan . v e

Apablla saya mengmgkan/ tldak melaksanakan atau menylmpang L

| vdan ketentuan di atas, maka saya bersedia mengemballkan fungsi ruang

~seperti semula, serta saya menyadari dan menerima sepenuhnya bahwa ;|

. Rekomendasi Persetujuan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan tersebutf“i Lo

o | dmyatakan ndak berlaku dan oleh karenanya batal dem1 hukum

e T

Demlklan Surat Pemyataan ini dlbuat dengan penuh tanggung Jawab

tanpa tekanan maupun paksaan dari plhak manapun untuk dlpergunakan; . :

sebaga.lmana mestmya dan dltandatangam d1atas materax cukup

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo




- PETA LOKASI TANAH YANG DIMOHON

Nama Pemohon - S veeenaes eeiteerrneeeetreeerneeeranean remeenes

- Luas tanah yang dimohon  : ......iccciiiivvniiniinnieinnienens
Letak tanah yang dimohon :....... tettenesireesessennentes cesriescensane -
Kampung/Dukuh ... crrrirecececaesaenne eerrens
Kelurahan/ Desa S P U
Kecamatan o D vereeerirneeesns reerererneenans ceeenns




" B. BENTUK REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMANFAATAN RUANG

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PEKERJAAN UMUN DAN PENATAAN RUANG

, Alamat: ............... ,
Jalan ............. Karanganyar Telepon (0271) ................ Fax (0271 ....... ’
Website @ ........ e EMANS e oo Kodepos 57711

REKOMENDASI PERSET UJUAN PEMANFAATAN RUANG

NOMOR _
' Berdasarkan ‘Hasil Rapat Koordinasi yang dituangkan dalam Berita
Acara Nomor ............. tanggal tieerersneraanes , maka Kepala Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) memberikan rekomendasi

_menyetujux /menolak pemanfaatan ruang terhadap permohonan izin atas:

Pemohon C '

‘Nama

Pekerjaan

Alamat o

Bertindak untuk dan

atas nama :

Alamat Letak Tanah dimohon

Desa/Kelurahan T

Kecamatan

Koordinat letak Tanah

Batas tanah \

Utara - ’

Timur = \
. Selatan )
'~ Barat' P : : . !

Luas tanah yang d1setuju1 ST S v

Pemanfaatan Tanah D ’ -

Rekomendasi ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak dlterbltkan

(apablla disetujui) -

' Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat digunakan
‘sebagaimana mestinya. : . ‘ -
. Karanganyar, .......cc.eeveunenene e

Kepala DPUPR
- Kabupaten Karanganyar




C. BEN’iI‘UK;FORMULIR PERMOHONAN PERSETUJUAN I1ZIN LOKASI
N | . Karanganyar, reesseisssessnsessmsemeansssaces e

Perihal : - Permohonan Persetujuan Kepada
: Izin Lokasi : Yth. Kepala DPMPTSP
‘ : .Kab Karanganyar

Berdasarkan Peraturan Bupau Karanganya.r NOMOT evuerreceas Tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik melalui OSS,
bersama ini kami mengajukan permohonan Persetujuan Izin Loka31 dengan -
keterangan sebagai berikut : v :

Pemohon , . B .
Nama . , _ l eiieeseerresesrrsaetreseiertresrenetsennaeaes '
Alamat | , o Deeeenen creressienteennreeeesreeeassrarann
No. Identitas : SR eresreserertenatteieseaasiaasnenanens ,
No. Telp./HP ' D erreeen ereesieeeraieeaerenceaanes cerssenenas
Bertindak untuk dan atas nama ... reveeraressaraseresnronannes D
Keterangan Tanah ‘ o o o '
Luas tanah keseluruhan D eiiseeeeieeesiseesirenes reereeeseneserasansion :
Luas tanah yang dimohon S
Letak tanah . - .’?; R
Dusun/Kampung . - F SN '
DESA  tevrereecrreerernnee ... Kecamatan ......cececeveeeernnnns :
Bukti kepemilikan tanah ( HM /HGB /HP/ Pethuk) Nomor : .
Rencana Penggunaan tanah .. reeeeererireraenes veeeannee

Untuk melengkap1 permohonan tersebut, bersama ini kam1 lampirkan :
a. Foto copy NIB;
b. Foto copy Izin Lokasi; . ‘
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (K’I‘P), v .
d. Foto copy akta perusahan (bagi badan hukum]; -
e. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP};
f. Peta lokasi tanah disertai titik koordinat bidang tanah yang dimohon;
- g. Foto copy tanda bukti pemilikan hak atas tanah; '
h. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Tanda
' Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun bexjalan
i. Proposal rencana kegiatan usaha.
j. Rekomendasi Persetujuan Pemanfaatan Rua.ng, a
k. Pertlmbangan Teknis Pertanahan. :

Demikian permchonan ini kami buat dengan sebenarnya dan atas perhatlan
serta bantuannya disampaikan terima ka31h : v

Pemohon,

-meterai '



- D. BENTUK NASKAH PERS‘E,TUJUAN/PENOLAKAN IZIN'LOKASI o L

| PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

. ; Alamat Jalan Lawu No. - Karanganyar Telepon (0271) 495269 Fax (0271) 494027 . 1 ,
L Websate http I/dpmgsp karanqam@rkab qo id Emarl dpmptsg@karanqanvarkab go. id Kodepos 57711

SURAT KETERANGAN PERSET UJUAN / PENOLAKAN
o PENERBITAN IZIN LOKASI c
NOMOR 503 590 / "/KET. ILOKTAHUN o
| -;'.Dasar IR - .
1 Rekomenda31 Persetujuan Pemanfaatan Ruang Nomor .. tanggal e
S e @tas nama ... verrereenaeens yang diterbitkan. oleh Dinas = -

g Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar

,'QE-IPertlmbangan Tekms Pertanahan Nomor e

i tanggal........ e atas NAMA «..cervsrireseireiensene. YANG dlterbltkax"

. ‘oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, o

| dengan ini Pemermtah Kabupaten Karanganyar menyetujul / menolak . : : - o

. penerbltan Izm Loka81 atas .

' ';Nama e s
. NIB .
'_-']LetakDesa I
~ Kecamatan - :
‘,Luas R

- n(apablla d1tolak dlsertal alasan)

o Demlklan Surat Keterangan Persetu_]uan/Penolakan ini- dlberxkanf, i
dengan ketentuan ‘apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan -

~ dalam penerbltannya N akan dlubah dan dlperbmkl sebagalmana'”-" |
vg'mestmya v T S . .

D1tetapkan d1 Karanganyar o
| i [ Pada Tanggal : SR

" an. BUPATI KARANGANYAR L
" KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
~ PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
'~ KABUPATEN KARANGANYAR .


http://dpmptsp.karanqanvarkab.ao.id
mailto:dpmptsP@karanqanvarkab.QO.id

Penhal Permohonan Iz1n Perubahan L

BN EBENTUK prrOHONAN T

Bt

Karanganyar

ooooooooooooooooooooooooooooooooo

Penggunaan Tanah (IPPT)

. Kepada , : -
~Yth. Bupau Karanganyar
C q

Kepala Dmas Penanaman Modal dan =
' Pelayanan Terpadu Satu Pmtu
Kabupaten Karanganyar o

S Berdasarkan Peraturan Bupat1 Karanganyar Nomor Tahun .
".__2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik melalui OSS
bersama’ ini kami. mengajukan permohonan Izm Perubahan Penggunaan

L Tanah (IPP’I‘) scbagal benkut

.,:;  :If

Com

'."o\va'm“-p‘,pa N ;.‘—

. DATA PEMOHON .

. Nama

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

.‘-{'Alamat B R

;DATATANAH S L e T
1. NoBuktiHak 1 ot ssnsesssinies

>‘ ': 2 Letak LOkaSl v N . : ‘.’.».;.,‘.‘.’.".i.';.';..".“ 000000 ".'....""‘:;.'-...:..v-..‘...".“.‘v ----- .'.Oc - -

. 2.pRencana Peruntukkan .

_3}.}"{,Batas-batas - S T e T

e a Sebelah Utara
o b Sebelah Selatan o e |

- c. Sebclah Barat - : B

Dusun N O SO SOOI O NP I
Kcl /Desa L U LD aiiessaastersntanseninsassosassansanioisnnansnantancrisaise |

 Kecamatan DT diessebieessiressessissineranstonisansaionsasstoriaasnss

2 "".vlv;.‘»'-'Luas Tanah

  ,_‘3 luas tanah

keseluruhan S :_' RSOOSR + LI

| f..:b luas tanah yang

. dimohonkan Izin" @ ..., m?

CEeEeer e as eI IEAT lINEe Rt ANEsIVRNONANPSERLRPIRITRLIRIOIIRST

.:".,Tempat/tanggal lah1r ..... '_
Pekexjaan AT G

..}Kewarganegaraan U U U SO SRR

.' Nomor Telp S S O T



III. PERSYARATAN YANG DILAMPIRKAN :

P ROTP

. fétocopy Kartu Tahda Penduduk‘;-

fotocopy tanda bukti kepemilikan tanah;

fotocopy pelunasan PBB tahun terakhxr, - :
Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan; 4
Peta lokasi tanah dlsertau t1t1k koordinat bldang tanah yang dlmohon,

' Pemohon,



. SURAT PERNYATAAN

_~ Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Y diesseesasreeasearuononrunteannesssanontessenssonnertenne o

"vaempat/tanggal lahlr S-S

Peket:}aan R .....

o ‘.ff?Kewarganegaraan L
CAlAMAt e
| v'_"Bertlndak untuk dan atas ST -

.Nama o ; L eeearenntenesnsannessececiasesretnensnsesseraseennnrare D

v-,Nama Perusahaan

,Alamat B . D irieseecisensiehesiesanshienioetenseesnesiensnnsnaionie < 0T L

Menyatakan ‘ dengan sesungguhnya bahwa sehubungan dengan

i permohonan Izin Perubahan Penggunaan Tanah dari tanah pertaman kenon e o
S pertaman - - yang '- akan dlgunakan untuk ..... R

..............................................................................................................

 yang  'berlokasi di o “_Dusun Tl eesseasisbdenanesseisinesinesensastsonnesnaonsossnants |1

. "v».’jKelurahan/Desa et snsnssstsnnetsioners KECAMALAN wivievieciuveveneese

o Kabupaten Karanganyar, seluas LR ;.”.'.‘;;;-:,--,.“-:.f,.'.';..'.-,..,.j..'...’.’.‘.f..'.m? R

. Maka saya bersedia: g
1. Mematuhi segala peraturan Perundang undangan yang berlaku

2. ,,Menggunakan tanah sesuai dengan permohonan kami tersebut di atas

3. ‘Apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak izin d1ber1kan, kami t1dakv‘ ik B 3
'~ melaksanakan perubahan pcnggunaan tanah sesuai 1zm yang dlbenkan_ R

o ‘kaml tldak keberatan izin yang dlberlkan dlbatalkan

L Demlklan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabﬂa :
dikemudian hari ‘ternyata saya tidak melaksanakan apa yang telah saya. -

o _nyatakan di atas, saya bersedla menenma sank31 sesua1 peraturan»

o : perundangan yang berlaku

Yang Membuat Pemyataan

S Karanganyar L



SKETSA LOKASI TANAH YANG DIMOHOﬁ

' Na:ﬁa Pemohon e eerrreees '.’......;..;v._.' ....... evernnn———
Luas tanah yang dimohon  : ....ceeeeerennenseseescenennnenncninenns '
Letak tanah yang dimohon :.......ccvceveniivenienenenneienas veresene ©
Kampung/Dukuh D eveesereieeerannassessstsseensansensitararrares
Kelurahan/ Desa T heeesesreececeseserensaiatencnritetenansrsnsans
Kecama.tan . ' - : ....‘.‘.'f ooooooooo ' ooooo-‘o oooooooooooooooooooooooo

~Pemohon,




F. BENTUK NASKAH KEPUTUSAN IPPT

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

.. Alamat: Jalan Lawu No.  Karanganyar Telepon {0271) 495269 Fax (0271) 494027
Website : http://dpmptsp karanganyarkab.go.id Email : dgmgtsg@karanganyarkab.go.id Kodepos 57711 _

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
» PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 503.590/ /IPPTTAHUN 2018
| TENTANG
IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN
- ~ ATAS NAMA SDR. .....uceene.. |
 YANG TERLETAK DI KEL./DESA o " K'ECAMATAN ............

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Membaca : Surat Permohonan dari:
L ‘a. Nama = @ i,
b. Pekerjaan D eererseereesesnssssssseennanns
c. Alamat D eeiereessssesssnesesnssssnnes

Bermaksud untuk mendapatkan Izin Perubahan Tanah Pertanian
ke Non Pertanian yang terletak di: '

a. Kel./Desa  : ceerereaerer b rereresenens

b. Kecamatan — : ...cceeccveeuererencenn

c. Kabupaten : Karanganyar

d. Luas I JOURRUIIOTINES ot

e. Jenis Penggunaan saatini : ........c.eevens evrrenenne

f.  Bukti Pemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor ............. atas nama
 erereeeeseians dengan luas keseluruhan £ ............... m2,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan ruang perlu dilakukan
o ‘ ‘perencanaan, pengawasan, dan pengendalian secara optimal
agar dalam pemanfaatannya sesuai dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah;

'b. bahwa permohonan tersebut telah disarankan untuk disetujui
sesuai dengan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka
- Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian
yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

- Karanganyar Nomor .............. Tanggal ....ccoueeenn. :
¢. bahwa permohonan tersebut telah mendapatkan persetujuan
dari Rapat Koordinasi Tim Kerja Teknis untuk Pemberian
Pertimbangan Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah

~dengan Berita Acara Nomor ............... Tanggal......c.ccu....
d. bahwa setelah diadakan penelitian, permohonan Izin Perubahan
Penggunaan Tanah yang diajukan oleh Sdr. ....... eeies telah

‘memenuhi persyaratan untuk diberikan i 1zm,



http://dDmptsp.karanaanvarkab.ao.id
mailto:dDmptsp@karanaanvarkab.ao.id

v Menginéat

10.

11.

12,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
~dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
" Terpadu Satu Pintu atas nama Bupati tentang Izin Perubahan

Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian atas nama
Sdr. ..ecevene. yang terletak di Desa............, Kecamatan ............
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam angkungan Provms1 Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 2013);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman -

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

‘Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan‘

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725); '

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan g

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang -
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah - (Lembaran Negara Republik -
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara '

Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Repubhk.

Indonesia Nomor 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5103);
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganya.r Nomor 1

Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten

Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

‘Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten

Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16);

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata

Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016

Nomor 106),




o Menetai)kan .

KESATU

- KEDUA:

' KETIGA

 KEEMPAT |

KELIMA

KEENAM

MEMUTUSKAN:

Memberikan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke

Non Pertanian kepada Sdr. .........c.ee... yang beralamat d1

eseesnecennsraresssaes , atas tanah yang terletak di Desa ............

Kecamatan .......... e , Kabupaten Karanganyar dengan ser’uﬁkat

tanah Hak Milik Nomor ................ atas nama .....ceeeeveeeennne seluas
- S .. m? (kurang lebih ...........oicoiinnne meter persegi), dengan
-batas-batas sebagai benkut v '

Sebelah Utara & ..cevvvevenienneens ,

Sebelah Selatan @ ...o.cccvveeeiennne

Sebelah Barat @ ..occevvveveeeeennnns

Sebelah Timur ¢ ....eeeeeeveeeerenes

Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertaman sebagannana

dimaksud Diktum KESATU diberikan pada lokasi areal yang tertera
~pada peta lokasi sesuai pertimbangan teknis pertanahan

sebagaimana tersebut dalam Lampn'an, yang merupakan baglan'
tak terpisahkan dengan Keputusan ini. ‘

Pemegang izin sebagaimana d1maksud Diktum KESATU Keputusan

ini, berkewajiban untuk :

a. mentaati semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku berkaitan dengan pembenan izin perubahan
penggunaan tanah ini;

b. segera mengajukan permohonan izin lam yang berkaltan
dengan keglata.n yangakan dljalankan,‘ ‘

c. lokasi yang dimohonkan izin harus d1gunakan sebagamlana

- dimaksud dalam isian permohonan izin yang diajukan;

d. memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Surat

Pernyataan yang telah ’ditandatangani dalam lampiran
persyaratan permchonan izin; '

‘'e. mengajukan pendaftaran pencatatan pcrubahan penggunaan

tanah pertanian ke non pertanian kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Karanganyar.
Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ,Keputusan ini,
berlaku selama 1 (satu) tahun sejak izin ditetapkan

Apabila selama 1 (satu) tahun sejak izin dltetapkan pemegang 1z1nv
tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam izin,

maka apabila akan tetap melaksanakan kegiatan sebagannana
dimaksud dalam izin yang diberikan, Pemohon izin harus
mcngajukan permohonan perpanjangan disertai penjelasan alasan
mengenai keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

Pemegang izin sebagaxmana dimaksud katum KESATU Keputusan
ini, dilarang untuk :

a. memmdahtangankén izin kepada pihak lam tanpa persetujuan .
Pejabat yang berwenang; :

b. memperluas atau mengcmbangkan lahan di luar batas lokasi
" yang telah dnzmkan tanpa persetujua.n Pejabat yang :
-~ berwenang; . :
c. dalam melaksanakan kegxatan, baik kegiatan pembangunan’
~ fisik maupun kegiatan usahanya dilarang menimbulkan
gangguan- gangguan, pencemaran lingkungan, dan keresahan
masyarakat o




KETUJ UH

KEDELAPAN

;d@¢¢pe

. ‘v:'Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan 11’11, beraklbats,_""f i -
 izin dmyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum. I
Keputusan 1m mu1a1 berlaku pada tanggal dxtetapkan

Dltetapkan d1 Karanganyar o
pada tanggal ....cceeeivueiieeennest

: . a.n. BUPATI KARANGANYAR S
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
- PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KARANGANYAR
A i NIP. cooviiiivieiniiinine,
o r',Tembusan . L o

Bupatl Karanganyar (sebaga.l laporan), L L
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Lo
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan; 3 S

.. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pcnataan Ruang, _

- Kepala Kantor Pertanahan, B g

. Pemchon Sdr. .............. LR T

' yang beralamat d1 AR



. LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU R
~ SATU PINTU KABUPATEN KARANGANYAR SN
* NOMOR 503.590/ { IPPT TAHUN
~ TENTANG =~ .

- 1ZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PER’I‘ANIAN . L

" ATAS NAMA SDR. R
 YANG TERLETAK DI DESA/KEL KECAMA'I‘AN ....... *

PETA LOKASI o

' KETERANGAN | MENGETAHUI S
o e e _(PEJABATKANTORPERTANAHAN) e

oooooooooooooooooooooooooo

....................................

. an. BUPATI KARANGANYAR |

- DAN PELAYANAN
' TERPADU SATUPINTU =
'KABUPATEN KARANGANYAR

ooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooooooooo

'KEPALA DINAS PENANAMAN vobar |



LAMPIRAN ’
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
- SATU PINTU KABUPATEN KARANGANYAR
- NOMOR 503.590/ /IPPTTAHUN =
TENTANG
- IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN :
- ATAS NAMA SDR. o
- YANG TERLETAK DI DESA/ KEL ...... KECAMATAN crrenes

'PETA LOKASI

KETERANGAN S I . MENGETAHUL
B |  (PEJABAT KANTOR PER’I‘ANAHAN]

ooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooooo

a.n. BUPATI KARANGANYAR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN -
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR

ooooooooooooooooooooooo

BUPATI KARANGANYAR/

e

E JULIYATMONO

Telah Dikoordinasikan

~ PEJABAT | PARAF

1. Asisten Pemerintahan r
2. Kepala DPMPTSP [%/]




LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR - TAHUN 2018

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

A. AI,UR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI 0SS

1]

AlurI (Pendaftaran Nomor Induk Berusaha/ NIB), meliputi :
a. Pendaftaran akun dalam laman oss.go. 1d

. b. Aktivasi akun melalui email;

2

c. Input data usaha;
d. Penerbitan NIB.

Alur II (Permohonan perizinan sektor), meliputi :

a. Login akun pada laman oss.go.id; .

b. Login akun pada laman simb.go. 1d untuk pengajuan IMB;
c. Input data sesuai perizinan yang dimaksud;

d Input data untuk pemenuhan persyaratan dan komltmen

3)

4)

Alur III (Pengajuan berkas, Venﬁka31 dan Pemcnuhan Komltmen),
meliputi :
Pemohon mengajukan berkas permohonan perizinan sektor dan
pemenuhan komitmen ke Dinas sesuai norma, standar, prosedur
dan ketentuan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
Pemrosesan perizinan dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu :
a. Permohonan izin yang tidak memerlukan pemeriksaan lokasi
1) Petugas melakukan verifikasi data; v
2) Setelah data  dinyatakan lengkap dan benar, petugas
melakukan validasi data sesuai surat perintah dari Kepala
DPMPMTSP melalui pejabat teknis; ’

b Permohonan izin yang memerlukan pemeriksaan lokasi

1) Petugas melakukan verifikasi data;

2) Petugas melakukan penelitan kelengkapan dan kebenaran

- berkas permohonan izin, serta menyiapkan Tim Kerja Teknis

. untuk melakukan pemeriksaan lokasi; ’

3) Hasil pemeriksaan lokasi Tim Kerja Teknis dltuangkan dalam
berita acara yang berisi rekomendasi persetujuan atau
penolakan permohonan izin;

~ 4) Apabila permohonan izin direkomendasikan t1m kex]a teknis

untuk disetujui maka petugas petugas melakukan validasi
data persetujuan sesuai surat penntah dari Kepala
DPMPMTSP melalui peJabat teknis. ’

5) Apabila permohonan izin dlrekomenda81kan tim tekms untuk
ditolak petugas petugas melakukan validasi data penolakan -
sesuai surat permtah dan Kepala DPMPMTSP melalui pe_]abat
tekms ”

Alur IV (Penetapan dan Pembayaran Retribusi) ‘ 5
a. Besarnya retribusi ditetapkan dengan Surat Ketctapan Retnbusx 3
Daerah (SKRD) oleh Kepala DPMPTSP sesuai dengan ketentuan

- Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;




* b. SKRD yang telah ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP diserahkan
" kepada pemohon untuk selanjutnya pemohon membayar
; retribusi ke loket pembayaran yang telah ditentukan.

~ ¢. Untuk pelayanan IMB SKRD dan bukti setor. diunggah dalam
laman simbg.go.id. : ’ - » ,

5) Alur V (Validasi dan Notifikasi status Izin) '
| a.Petugas melakukan validasi data persetujuan terhadap

permohonan yang telah memenuhi komitmen dan/atau
pembayaran retribusi sesuai surat persetujuan/penolakan atau

' surat perintah dari Kepala DPMPMTSP melalui pejabat teknis.

~_b. Petugas melakukan notifikasi status izin melalui OSS.

- ¢. Izin Usaha/lzin Komersial/lzin Operasional dinyatakan efektif
berlaku. : . -

B. ALUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TIDAK MELALUI

1) Pemohon mengajukan berkas permohonan dan persyaratan sesuai

© perizinan yang diajukan. I

2) Petugas melakukan penelitan kelengkapan dan kebenaran berkas

. permohonan izin, serta menyiapkan rapat koordinasi dan

i pemeriksaan lokasi oleh Tim Kerja Teknis; ’ :

3) Hasil rapat koordinasi dan pemeriksaan lokasi Tim Kerja Teknis
dituangkan dalam berita acara yang berisi rekomendasi persetujuan

' atau penolakan permochonan izin; ‘

'4) Apabila permohonan izin direkomendasikan tim Kkerja teknis untuk
- disetujui maka petugas petugas menyiapkan konsep surat
- keputusan izin untuk ditandangani oleh Kepala DPMPSTP.

S) Apabila permohonan izin direkomendasikan tim kerja teknis untuk
- ditolak maka petugas petugas menyiapkan jawaban penolakan izin
- untuk ditandangani oleh Kepala DPMPSTP.

6) Petugas menyampaikan surat keputusan izin atau surat jawaban
¢ penolakan kepada pemohon.




GAMBAR ALUR

- oss;

P

TAHAPAN
ALUR

R L

- — - —— -

- - -

R L L T L L X )

- - - - -

ALURYV

O S PSSPy AUy R FEp R

- - - - - - -

—E———--———--

A 4

Permohonan
Izin Sektor

- - -

Pengajuan
Berkas,
Verifikasi dan

- Pemenuhan

Komitmen

- - - -

v

- - -

Penetapan dan
Pembayaran
Retribusi

N

A

- - -

Validasi dan
Notifikasi .
Status Izin

emeccamscenarecmnccennliccaavccacncvmanccan

cmvmmmmececmemcceafenm————

cemmecemmccemmecmmmccmmecemmcesmsedamscomameccammeccmeecomnneonk

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI

KETERANGAN

e 2 T o S ) A -

‘a. Pendataran akun
b. Aktifasi akun

c. Input data usaha
d. Penerbitan NIB

e o o Rt o A -

a. Login akun oss.go.id

b. Login akun simbg.go.id
(untuk ajuan IMB}

c. Input data sesuai
izin dimaksud _

d. Input data untuk pemenuhan
persyatan dan komiten

- - T = " = W " W A e e e e

‘1. Berkas tanpa pemeriksaan
lokasi -
a. Verifikasi berkas
b. Validasi berkas _
2. Berkas dengan pemeriksaan
lokasi T
a. Verifikasi berkas
b. Pemeriksaan lokasi -
c. Berita Acara Pemeriksaan
d. Validasi berkas - '

- . - -y T . - —

a. Penetapan SKRD

b. Pembayaran retribusi

| c. Unggah/upload bukti
pembayaran

- — - —— - -~ - - - - - -

-a. Validasi persetujuan
b. Notifikasi status izin
c. Izin berlaku efektif




, GAMBAR ALUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TIDAK
MELALUI 0SS

PENGAJUAN
- BERKAS

A

- PENELIAN
BERKAS

v

RAKOR TIM
KERJA TEKNIS

{ . . ) ‘ {

DITOLAK o DISETUJUI

) 4 ) \ 4
JAWABAN SKIZIN
PENOLAKAN




PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR |
'DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

‘ Alamat Jalan Lawu No ‘ Karanganyar TeIepon (0271) 495269 Fax (0271) 494027 o
Websnte hitp: //dgmgtsg karanganyarkab 901 Emall gmptsg@karanganxarkab go.id Kodepos 57711 o

| Jenis Perizinan -

: IMB/:Izin Usaha/Izin Kémchial/I_ém Operasional

| Nama Pemohon

R Alamat v)P_eIFn‘obho‘n 0

AlamatLokasﬂzm

B £

»}Berdasarkan penehtlan dan pemenksaan, permohonan telah layakuntuk dlsetujm PRI
- dan diterbitkan penzmannya dan dapat dllakukan vahda31 pada sxstern Onhne -

o _Smgle Subrmsson (OSS)

Karanganyar

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATUPINTU .~
'KABUPATEN KARANGANYAR -~ e



http://dpmptsp.karanaanvarkab.ao.id

C. LEMBAR VALIDASI

" PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

'DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

! A!amat :Jalan Lawu No.  Karanganyar Telepon (0271) 495269 Fax (0271) 494027 .
. Website : hitp:/dpmptsp karanganyarkab.go.id Email : dpmptsp@karanganyarkab.go.id Kedepos 57711

LEMBAR VALIDASI

| Jenis Perizinan

IMB/Izin Usaha/Izin Komersial /lzin Operasional

| Nama Pcmohon

| | Alamﬁt Pemohon

| Alamat Lokasi Izin

NB

Berdasarkan peneliﬁan dan pemeriksaan, permohonan telah layak untuk dlsetujmj
~dan diterbitkan perizinannya dan dapat dllakukan vahdaSI pada sistem Onhne
Single Subrmsson (OSS). v

Karanganyar, )

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU -
KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR/ -

/‘JULIYATMONO

Telah Dikoordinasikan _
PEJABAT | PARAF

1. Asisten Pemerintahan- : |
2. Kepala DPMPTSP |



http://dpmptsp.karanqanvarkab.QO.id
mailto:dpmDtsp@karanaanvarkab.ao.id

}'LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR [0/ TAHUN 2018 .

- TENTANG .
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

A MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI
OSS

‘ 1.?; 'NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

PELAKU USAHA

v
PENDAFTARAN
AKUN PADA
- SISTEM OSS

A 4

AKTIVASI
- AKUN -

3
INPUT DATA KE
SISTEM 0SS

OUTPUT NIB
DARI OSS




2. IZIN LOKASI

PELAKU USAHA

¥

INPUT KE
SISTEM 0SS

\4

- OUTPUT DARI
‘ O8S

v

PEMENUHAN

KOMITMEN

\ 4

PENDAFTARAN

PTP DI KANTOR

- PERTANAHAN

A 4

PERMOHONAN

PERSETUJUAN

IZIN LOKASI DI
DPMPTSP

\ 4

PERSETUJUAN
IZIN LOKASI

A

IZIN LOKASI
BERLAKU

EFEKTIF




3. 1ZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

. .

PELAKU USAHA

1

NON USAHA

INPUT KB
SISTEM 0SS

L 4

UNGGAH
ARSIP IMB

\ 4

INPUTKE |

SISTEM SIMBG

v

PENDAFTARAN

DI DPMPSP

L B

PEMERIKS
BERKAS DI
DPUPR

) A

- PERSETUJUAN/

PENOLAKAN
TABG/TIM

TEKNIS DPUPR

|

PROSES IMB DI
DPMPSTP

\ 4

- IZINJADI




4.1ZIN USAHA SEKTOR

PELAKU USAHA

A 4

LOG IN AKUN
- PADA SISTEM
0SS

lr

INPUT DATA
USAHA SEKTOR

Y

OUTPUT IZIN
USAHA SEKTOR

A

PEMENUHAN
KOMITMEN

B - VALIDASI IZIN
DI DPMPTSP

E .

NOTIFIKASI
IZIN PADA

SISTEM 0SS



[ pELAKU USAHA

Y

| LocmNaAKUN

PADASISTEM |

A 4

| 1ziN

OPERASIONAL/ | .

[ outpurpata |

| OPERASIONAL/ | =

PEMENUHAN |

 KOMITMEN

"v o P

3 B DI‘DPMPTSP -

 VALIDASIIZIN |

. IZINPADA

" NOTIFIKASI - | =~ .

1 SISTEM 0SS -




B. MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TIDAK
- MELALUI OSS L .

1. PERIZINAN DENGAN PERTIMBANGAN TIM KERJA TEKNIS

A 4

PEMOHON

DPMPSTP
v : : .
TIDAK LENGKAP | s - LENGKAP
- PEMBERITAHUAN : -
, RAKORTIM |
“KERJA TEKNIS
—| DITOLAK | | DISETUIUI
SK IZIN

2. PERIZINAN TANPA PERTIMBANGAN TIM KERJA TEKNIS

| PEMOHON |«
EV )
 DPMPSTP
v S )
TIDAK LENGKAP | | ~ LENGKAP
SK IZIN <




B. MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TIDAK
MELALUI 0SS

1 PERIZINAN DENGAN PERTIMBANGAN TIM KERJA TEKNIS

PEMOHON

X 7:
DPMPSTP

4 i ,

' TIDAK LENGKAP | LENGKAP
PEMBERITAHUAN -
RAKORTIM |,
KERJA TEKNIS -
DITOLAK g DISETUJUI
SK IZIN

© 2. PERIZINAN TANPA PERTIMBANGAN TIM KERJA TEKNIS
| PEMOHON

DPMPSTP

3

A 4 : - A

TIDAK LENGKAP | = LENGKAP

F 3

SK IZIN




3. REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMANFAATAN RUANG

PEMOHON ¢
' V»
DPUPR
) A4 » ‘ Y ‘
TIDAK LENGKAP | |  LENGKAP
PERSETUJUAN/ [¢
PENOLAKAN

4. PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN LOKASI

 PEMOHON  fe—

A

DPMPTSP

A ’ ’ y

TIDAK LENGKAP | |  LENGKAP

PERSETUJUAN/ [€

PENOLAKAN




3. REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMANFAATAN RUANG

PEMOHON (e

A 4

DPUPR

A 4 : X

" TIDAK LENGKAP | LENGKAP

PERSETUJUAN/ [T
PENOLAKAN

4. PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN LOKASI

PEMOHON “«

A

DPMPTSP

Y |
TIDAK LENGKAP | 'LENGKAP

PERSETUJUAN/ T
PENOLAKAN

BUPATI KARANGANYAR,/

/‘, JULIYATMONO

Telah Dikoordinasikan |
~ PEJABAT | PARAF
1. Asisten Pemerintahan {/‘
2. KepalaDPMPTSP [/




-»:_;}f’f’;'YLAMPIRAN v o o
" PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
- NOMOR (0f TAHUN 2018 ,

TENTANG

R "]PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
o TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

T A STANDAR OPERASINAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON

PERIZINAN MELALUI OSS : -
_ Nornor SOP
| Tanggal ~ | =~
' Pembuatan SE R
Tanggal '
| Revisi L
| Tanggal .
| Pengesahan SR U N
e - o ~ | Disahkan = ~~ Kepala DMPTSP |
PEMERINTAH KABUPATEN ' oleh R T B
R  KARANGANYAR ' Coe
_DINAS PENANAMAN MODAL ER
: DAN PELAYANAN TERPADU " NAMA .iovoieeeeeiieee
SATU PINTU N R O NIP. it
SRR Judul SOP | Pelayanan Nomor Induk o
‘| | Berusaha (NIB) Pelaku Usahau
ol ' Perseorangan L
Dasar Hukum Lo KuahﬁkaSI Pelaksana Y .
1. Peraturan === Pemerintah | 1. Memiliki kemampuan dalam pelayanan o
_ Nomor 24 Tahun 2018  pendaftaran perusahaan S
.'tentang Pelayanan Perizinan | 2. Memiliki kemampuan dalam teknolog1 R
- Berusaha Termtegra31 _informasi -

 Secara Elektronik ‘3. Mengetahui tugas dan fungs1 pelayanan o
2. Peraturan Menten - pendaftaran perusahaan v T
X Perdagangan ' Nomor - 76 | 4. Memiliki kemampuan dalam etlka

~ Tahun . = 2018 tentang pelayanan ’ - -

e Penyelenggaraan  ' ST :

'Pendaftaran Perusahaa.n %i' o
SR Keterkaltan T o Peralatan/Perlengkapan
| SOP bidang penzman 1} 1. Peraturan Perundang—undangan
pendaftaran perusahaan A Komputer '
: 3. Printer

Penngatan o e

Pencatatan dan Pendataan L

Sebagai laporan jumlah

1 D1s1mpan sebaga1 data dan ar31p penzman ER

penerbltan NIB di daerah




PROSEDUR PELAYANAN NIB PELAKU USAHA PERSEORANGAN

B meopogp

lokasi penanaman modal;

besaran rencana penanaman modal;
rencana penggunaan tenaga kerja;
nomor kontak usaha
kegiatan, ~

. rencana permintaan fasilitas fiskal, |
fasilitas |

kepabeanan, dan/atau

- lainnya; dan

NPWP Pelaku Usaha perseorangan,

alamat surat elektronik (e-mail).

dan/atau

, No. KEGIATAN Pelaku PELAKSANA MUTU BAKU ‘ :
IR Usaha JFU- Admin: | Kelengkapan | Waktu Output | KET.
-k : DPMPTSP :

1. | Inputing data ’ g Persyaratan 30 Notifikasi/
perusahaan ( ) izin menit | pemberita
perseorangan/ ' huan
non ' ‘ melalui -
perseorangan e-mail

2. | Pencetakan NIB D Berkas izin 5 Berkas

: - . | ' menit ‘

- 3. | Tracking/pene- { Berkas izin 10 Berkas -
lusuran sistem | menit
pendaftaran
‘4. | Pengarsipan C:) Berkas izin 10 Berkas
f - - menit
" PERSYARATAN » STANDAR BIAYA, WAKTU DAN MASA BERLAKU
— T - WAKTU
o STANDAR | . - MASA
‘PERSYARATAN PELAYANAN BIAYA PENYELE- BERLAKU
: , SAIAN o
1. KTP elektronik/KK Non 30 menit | Selama
2. Data yang meliputi: Retribusi Perusahaan
nama dan NIK; ‘ menjalan-
alamat tempat tinggal; kan usaha
bidang usaha; :




T Nomor SOP

Tanggal
Pembuatan
Tanggal
- | Revisi
| Tanggal
Pengesahan B 3 x
Disahkan - Kepala DMPTSP
PEMERINTAH KABUPATEN |°€P |
‘KARANGANYAR '
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU
FRLAYANAN TREA _ L | NIPNAMA .....................
' Judul SOP Pelayanan Nomor Induk
- | Berusaha (NIB} Pelaku Usaha
o s Badan Hukum
Dasar Hukum Kuahfikas1 Pelaksana

- | 1. Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

1. Memiliki kemampuan dalam pelayanan
pendaftaran perusahaan
2. Memiliki kemampuan dalam teknolog1

informasi

2. Peraturan v Menteri | 3. Mengetahui tugas dan fungsi pelayanan
. Perdagangan Nomor 76 Tahun pendaftaran perusahaan . :
2018 tentang | 4. Memiliki kemampuan dalam etika pelayanan
Penyelenggaraan Pendaftaran S - ' I D
, Perusahaan '
Keterkaltan Peralatan/Perlengkapan
SOP bidang perizinan

- | pendaftaran perusahaan

1. Peraturan Perundang-undangan

| 2. Komputer

3. Printer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

"| Sebagai laporan jumlah

; DlSlmpan sebagai data dan arsip penzman

penerbitan NIB di daerah




PROSEDUR PELAYANAN NIB PELAKU USAHA BADAN HUKUM

No.

; KE‘GIATAN .

Pelaku -

PELAKSANA

MUTU BAKU

Usaha JFU- Admin | Kelengkapan | Waktu Output
: . DPMPTSP B
1. | Inputing data Persyaratan 30 Notifikasi/
perusahaan ( ) - izin menit | pemberita
perseorangan/ huan
non  melalui
perseorangan L e-mail
2. | Pencetakan NIB ] Berkas izin 5 Berkas
o ] _ ' menit ‘
3. | Tracking/pene- o ~ Berkas izin - 10 Berkas
.| lusuran sistem ' Eb ' : menit
pendaftaran :
4. Péngafsipan » Berkas izin 10 Berkas
: . é . menit
PERSYARATAN, STANDAR BIAYA, WAKTU DAN MASA BERLAKU
— — | WAKTU ’
i o STANDAR ‘ - MASA
F?ERSYARATAN PELAYANAN BIAYA PENYELE- BERLAKU
; - , SAIAN -
1. KTP elektronik /KK Non 30 menit Selama
2. Data yang meliputi: Retribusi- Perusahaan
' a. nama dan/atau nomor pengesahan ” menjalan-
- akta pendirian atau nomor kan usaha
pendaftaran;
b. b1dang usaha;

€. jenis penanaman modal;

d. negara asal penanaman modal
“dalam hal terdapat penanaman
modal asing; - :

e. lokasi penanaman modal;

_f._ besaran rencana penanaman modal

g. rencana penggunaan tenaga kerja;

h. nomor kontak badan usaha; ,

i. rencana permintaan fasilitas
~ perpajakan, kepabeanan, dan/ atau
fasilitas lainnya; L

Yj. NPWP  Pelaku  Usaha ‘non
perseorangan; dan j

k. NIK penanggung jawab ‘usaha
- dan/atau kegiatan;

L alamat surat elektronik {e-mall)




o PEMERINTAH KABUPATEN

KARAN GANYAR

. DINAS PENANAMAN MODAL‘ |

o DAN PELAYANAN TERPADU
ol SATU PINTU -

g Nomdr SOP‘" |

 (Tanggal

Pembuataii -

| Tanggal
| Revisi

(Torgeal -

Pengesahan

NIP. ................................. . i

‘Judul SOP Pclayanan Izin Lokasi

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana =~

1. Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2018 tentang
- Pelayanan Penzman Berusaha

o Terintegrasi Secara Elektronik |

2. Peraturan Menteri Agraria dan
- Tata = Ruang/Kepala Badan

g - Pertanahan Nasional Nomor
- 14 'I‘ahun 2018 tentang Izm -

- Lokasi-.

3. Peramran‘Menten Agrana dan: o

1. ,Mermhkl kemampuan dalam pelayanan izin j  :

- lokasi -

2.  Memiliki kemampuan dalam teknolog1

 informasi R
3. Mengetahui tugas dan fungs1 pelayanan 1zm 1

~ lokasi = = o

4. Memiliki kemampuan dalam e’uka
_ .pelayanan R o '

. Tata Ruang/Kepala Badan|

'Pertanahan ‘Nasional Nomor |

15 ~ Tahun 2018 tentang

- Pertimbangan Tekms -

©‘Pertanahan =

?};’Peraturan Dacrah Kabupaten o

R - Karanganyar No. 1 Tahun

- 2013 ‘tentang ‘Rencana Tata .
,,Ruang Wilayah Kabupaten| = DRI
.»-_Karanganyar Tahun 20135 B

»}j2032 g:.

: Keterkaltan

Peralatan/Perlengkapan -

| SOP bidang perizinan

o : pendaftaran perusahaan |

1. Peraturan Perundang-undangan
2. Komputer N e

‘3. Printer

Penngatan

Pencatatan dan Pendataan

o - | Sebagai laporan Jumlah
" penerbltan Izm Lokasi

T DlSlmpan sebaga1 data dan ar51p penzman :




PROSEDUR PELAYANAN IZIN LOKASI |

PELAKSANA

Pemanfaatan Ruang.

No. |  KEGIATAN | Pelaku MUTU BAKU |
Usaha | JFU- Admin JFU- Kelengka- | Waktu | Output [KET. |
’ Kantor .| Admin | pan ' ' - T
‘ : Pertanahan | DPMPTSP '
1. | Inputing data : ’ Persyarata 30 Notifikasi/
perusahaan n izin menit | pemberi-

: perseorangan/ D) - tahuan
non © melalui
perseorangan e-mail

2. | Pencetakan NIB y Berkas 5 Berkas
dan Izin Lokasi C3d izin menit a
dari 0SS v

3. | Pengajuan PTP 4 Berkas - 10 Berkas
ke Kantor (izin menit
ot C——(] = , |

4. | Penerbitan PTP - Berkas 10 - Berkas .
dari Kantor Ej izin hari
Pertanahan

5. | Penyerahan PTP Berkas - 10 " Berkas
jadidan . izin menit '
Rekomendasi K ‘

Persetujuan Cl———[]
Pemanfataan - o
Ruang

6. | Pendaftaran Berkas 10 Berkas -

‘| pemenuhan E"—n . izin menit |
komitmen Izin i : '

Lokasi ' '

7. | Validasi dan : Berkas 2 hari

: Notifikasi , : Y izin :
berkas Izin - ' e D :

Lokas1 - ‘
: PERSYARAT AN, STANDAR BIAYA WAKTU DAN MASA BERLAKU
' : WAKTU
é ; STANDAR MASA
PERSYARATAN PELAYANAN  BIAYA. PENYELE- BERLAKU
/, - TR | saan |
1. Nornor Induk Bcrusaha (NIB) Non | 12hari 3 tahun
2. Pernyataan pemenuhan Komltmen Izin | Retribusi
Lokast; S

3. Pernyataan persyaratan Izin Lokas1
_tanpa Komitmen; :

4. Permohonan pemenuhan Komltmen

Izin Lokasi;

5. Peta/Sketsa yang rnemuat koordmat :
~ batas letak lokasi yang dlmohon, B

6. Rencana kegiatan usaha; v

7. Bukti pembayaran biaya pelayanan
- yang sah; N

8. Surat pernyataan luas ‘tanah yang R

sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha dan
Pelaku Usaha lainnya yang merupakan
1 (satu) grup.
9. Foto copy Pertimbangan Tekms dari
Kantor Pertanahan; .
10. Rekomendasi Persetujuan




Nomor SOP

Tanggal
Pembuatan
Tanggal
Revisi
Tanggal
Pengesahan
- D . v Disahkan - Kepala DMPTSP
PEMERINTAH KABUPATEN | %8 |
’ KARANGANYAR
DINAS,V PENANAMAN MODAL
-DAN PELAYANAN TERPADU NAMA ..ccovvririrncrinnns
. SATU PINTU : L NIP. ..ccvoviniiniicniencnnnnnene,
o Judul SOP = | Pelayanan Izin Mendirikan
' ? ’ Bangunan untuk kegiatan-
3 R | usaha, sosial dan keagamaan
Dasar Hukum Kuahﬁka31 Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2018 tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha |

-Terintegrasi Secara Elektronik
2. Peraturan Menteri Pekerjaan
" Umum dan = Perumahan

‘Rakyat Nomor
 19/PRT/M/2018  tentang

Penyelenggaraan Izin

‘Mendirikan Bangunan

Gedung dan Sertifikat Laik
. Fungsi

Melalui Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara ‘

Elektronik

3. Peraturan Daerah Kabupaten |

~ Karanganyar No. 1 Tahun
- 2013 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten |-
- Karanganyar Tahun 20 13-}

2032

Bangunan Gedung|

1. Memiliki kemampuan dalam pelayanan IMB

2. Memiliki kemampuan dalam teknologi

informasi
‘3. Mengetahui tugas dan fungs1 pelayanan IMB

4. Memiliki kemampuan dalam etlka
v pelayanan

Keterkaltan

Peralatan/Perlengkapan

SOP bldang perlzman bangunan

1. Peraturan Perundang-undangan

2. Komputer

3. Printer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Sebagai laporan jumlah
penerbitan Izin Mendlnkan
Bangunan

Disimpan sebagai data dan arsip perizinan




PROSEDUR PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK USAHA

No. KEGIATAN Pelaku PELAKSANA MUTU BAKU
: Usaha | JFU-Admin | JFU- - | Kelengkapan | Waktu | Output
; DPUPR + Admin . : ' g
f DPMPTSP '
1. [ Inputing data (_—-) : Persyaratan S
melalui OSS _ izin menit
2. | Inputing data L Berkas izin 5 Berkas
melalui SIMBG C1 menit -
3. .| Penyampaian ¢ - Berkas izin 1 Berkas
dokumen teknis C1 : hari | -
4. | Penerimaan : , Berkas izin 5 | Berkas
- | dokumen teknis _;L—_l - menit :
S. | Pemeriksaan § Berkas izin 15
| kelengkapan lj':l menit
administratif - '
dan teknis
6. | Pembuatan : Berkas izin 1 Berkas
surat pengantar [P S hari .
dan pengmman E] ’
berkas ’
7. Penenmaan B ; ; 5
- | berkas CJe , ‘ menit
8. | Pemeriksaan f
| dokumen teknis ] L 1 hari
9. [ Pertimbangan . v Berkas izin 23 Berkas
- | teknis TABG/ C ' hari
~ | Tim Teknis s :
10. | Pembayaran R Berkas izin 1
retribusi C e o | hari
11. | Pernyataan 3 : ’ h2 ]
pemenuhan 1 -] ari
komitmen E"
12. | Validasi IMB 1
. hari




- #;.PERSYARATAN STANDAR BIAYA WAKTU DAN MASA BERLAKU

"ﬁ £§ERs¥ARNnuqPELAyANAN_j

‘fSTANDAR
BIAYA |

WAKTU v
PENYELE- :

SAIAN

o MASA -
'BERLAKU

14,
- kegiatan usaha yang diajukan sesuia

Nomor Induk Berusaha (NIB); : j o

- Formulir Permohonan IMB

.- Fotokopi/scan KTP Pemohon B e I
. Fotokopi/scan surat bukt1 ‘status hak’ S
‘atas tanah : R

. Fotokopi/scan tanda buku lunas PBB -
‘ _,tahun berjalan - SR
Surat : pernyataan bahwa tanah tldak A
dalam status sengketa - ,
. Surat: perjanjian pemanfaatan antara
s pemlllh bangunan . gedung dengan
 pemegang hak atas tanah - »

. Data kondisi dan situasi tanah | fv I
.. Fotokopi/scan - KRK = dan ’lsdrat RN
~ pernyataan mengikuti KRK : .
10. Data perencana konstruksi bersertlﬁkat
. Gambar Rencana Arsitektur -~ o
12,
13.

Gambar Rencana Struktur
Gambar Rencana Utilitas - -

~Non .
" Retribusi

Persyaratan lain yang dlperlukan scsua1 A

kctentuan ~ peraturan perundang- : B

30hanl‘ 

selamanya




| Nomor SOP
Tanggal
- { Pembuatan
Tanggal
Revisi
- | Tanggal ot
Pengesahan . -
o Disahkan Kepala DMPTSP
PEMERINTAH KABUPATEN | %P ‘
- KARANGANYAR
- DINAS PENANAMAN MODAL .
- DAN PELAYANAN TERPADU NAMA ....covirivrrninenen
. SATU PINTU , : NIP. .iiiieiienriiniincrncnnennnnans
-[Judul SOP - | Pelayanan Izin Mendirikan
S Bangunan Rumah nggLal
Dasar Hukum Kualxﬁka31 Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

2. Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan

Rakyat :

~ 19/PRT/M/2018
Penyelenggaraan Izin
Mendirikan = = Bangunan
- Gedung dan Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan Gedung
Melalui Pelayanan Perizinan
Berusaha Termtegras1 Secara
Elektronik

3. Peraturan Daerah Kabupatcn
Karanganyar No. 1 Tahun
2013 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten
Karanganyar Tahun - 2013-
2032

Nomor

tentang |

1. Memiliki kemampuan dalam pelayanan IMB
Memiliki kemampuan dalam teknologi

informasi

2.
3. Mengetahui tﬁgas dan fungsi pelayanan IMB
4. Memiliki kemampuan dalam etika

pelayanan

Keterkaitan -

Peralatan/Perlengkapan

SOP bidang perizinan bangunan

1. Peraturan Perundang-undangan

2. Komputer

3. Printer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Sebagai laporan jumlah
penerbitan Izin Mendmkan
| Bangunan v

Disimpan sebagai data dan arsip perizinan




PROSEDUR PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK RUMAH
’I‘INGGAL

' »No. KEGIATAN ~ | Pelaku - | - -~ PELAKSANA- = . -~ MUTU BAKU e
SR IR - | Usaha | JFU- Admin | ; JFU- Kelengkapan Waktu [ Output
IR - DPMPTSP

o melamistmBg - [ CO | | | . | menit L

2. | Penyampajan . |- ¢ 1 - . v v
e 'dokumentekms Ej R I - | har

-3, Pcnenmaan !\t - t: . | Berkasizin | . 5. [ Berkas
; dokumentekms — _ -Fj |- oo | menit |.

4 Pemenksaan v S . | Berkasizin | 15 [ Berkas
| kelengkapan -~ |- | | 2o | | menit | .
dan teknis

5. | Pembuatan " T T I -+ | Berkasizin |- 1 . | Berkas.
.- | surat pengantar L b S IR 2NN I o V hari | -
| aan pengiriman SR E:l N nart
vberkas N B I -

6. Penenmaan A R | | | Berkasizin |~ 5 | Berkas
S berkas | —Je - || menit o

dokumentekms' o ﬁ'j B 1 hari

-1 8. Pertunbangan S TR 200 , m. e
S Tun'l‘ekms v s | hard

9. Pembaya.ra.n I U . | Berkasizin 1 | 'Berkas
»retnbum o ‘,—":; — hari |- = -

10. Pe‘myataan‘- R R S I .| -Berkas izin [ 2 - | Berkas
© | pemenuhan S —— ' R
komitmen Co

- 11. ValidétsiIMB -Berkasizin | 1 - | Berkas

L T L vBer‘kavsizin, 1.~ |‘Berkas [

7. Pemenksaan .1 Ly 1 | Berkasizin | - . | Berkas | -

~ Berkasizin | 23 | Berkas | = -




PERSYARATAN STANDAR BIAYA WAKTU DAN MASA BERLAKU

R ' WAKTU
R i STANDAR MASA
‘PERSYARATA_.N PELAYANAN BIAYA PENYELE-V ' BERLAKU
| | SAIAN v
1. Formulir Permohonan IMB; Non 30 hari selamanya
2. Fotokopi/scan KTP Pemohon; Retribusi '
3. ’

Fotokopi/scan surat bukt1 status hak

atas tanah; :

4. Fotokopi/scan tanda buktl lunas PBB
tahun berjalan;

5. Surat pernyataan bahwa tanah t1dak
dalam status sengketa,

6. Surat perjanjian pemanfaatan antara
pemilik bangunan gedung dengan
pemegang hak atas tanah; :

7. Data kondisi dan situasi tanah;

8. Fotokopi/scan KRK dan Surat
‘pernyataan mengikuti KRK; i

9. Data perencana konstruksi bersert]ﬁkat

10. Gambar Rencana Arsitektur; |

11. Gambar Rencana Struktur;

'12. Gambar Rencana Utilitas.




' ': PEMERINTAH KABUPATEN
{ KARANGANYAR
. ,,DINAS PENANAMAN MODAL
| ‘VDAN PELAYANAN TERPADU ﬂ-
I SATU PINTU :

[ Nomor SOP ]

| Pembuatan =~ |

Tanggal = |

. |Revisi- .- |

 [Tanggal
| Pengesahan

Dlsahkan | KepalaDMPTSP
oleh R IR

Judul SOP : Pelayanan Izin Usaha sektor . . | -

B Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana =

1. Peraturan =~ = Pemerintah

"~ Nomor 24 ‘Tahun . 2018

- tentang Pelayanan Perizinan

~ Berusaha ’I‘erlntegrasn
- Secara Elektromk .

2. Peraturan = perundang—:
| _'undangan - sesuai norma,‘
. standar,  prosedur - dan
}krltena (NSPK) perizinan

o sektor

1.

- Memiliki kemampuan dalam pelayanan :  : }  {

- penzman berusaha sektor

2;
3.

4.

Memiliki kemampuan dalam teknolog1
‘informasi | S
Mengetahul tugas dan fung51 pelayanan P
- perizinan berusaha sektor o

‘Memiliki kemampuan dalam etlka
S pelayanan R L,

Keterkaltan R

’ »Peralatan / Perlengkapan

o _SOP blda.ng penzman sektor |

1. Peraturan Perundang-undangan

2. Komputer_ i

3. Printer

- Penngatan

Pencatatan dan Pendataan Cre

Sebagai laporan Jumlah

’daerah

L DlSlmpan sebagal data dan ars1p penzman o
o pcnerbltan penzman sektor d1 o A v s




' PROSEDUR PELAYANAN IZIN USAHA SEKTOR

No. | ~ KEGIATAN Pelaku | PELAKSANA |- - MUTU BAKU
: : Usaha JFU- Admin | Kelengkapan | Waktu Output | KET.
‘ S DPMPTSP | .- L |
1. | Inputing data . Persyaratan | 30 menit | Notifikasi/
perusahaan (@D’ izin - pemberita
perseorangan/ huan
non : o melalui
perseorangan - - ’ - e-mail
2. | Pencetakan NIB Cd - Berkas izin 5 ] Berkas
3 Pemilihan' . Berkas 1zm 3(1)11 r?'lI:x:it Berkas.
. y
bidang usaha E ': - a
sektor.
4. | Pemenuhan A 4 ¢ Berkas izin menye- Berkas
' komitmen C1 - = | suaikan :
: : nspk k/1
S. | Validasi - Berkas izin 1 Berkas
perizinan sektor . ' ‘ hari
6. | Pengarsipan g . Berkas izin 15 Berkas
' : menit -
PERSYARATAN, STANDAR BIAYA, WAKTU DAN MASA BERLAKU
" . : WAKTU
: ’ STANDAR MASA
PERSYARATAN: PELAYANAN : " BIAYA PENYELE- BERLAKU
: SAIAN .
1. KTP elektronik/KK Non | 30 menit | Selama
2. Data yang meliputi: - Retribusi Perusahaan
a. nama dan NIK; ' menjalan-
b. alamat tempat tinggal; kan usaha
c. bidang usaha; :
d. lokasi penanaman modal; _
e. besaran rencana penanaman modal;
~ f. rencana penggunaan tenaga kerja;
g. nomor kontak usaha dan/: atau
 kegiatan;.- '
h. rencana permintaan fas111tas ﬁskal
kepabeanan, dan / atau fasﬂltas
~ lainnya; dan '
i. NPWP Pelaku Usaha perseorangan,
j. Rekomendasi teknis dari organisasi
perangkat daerah yang terkait. :




Tanggal =
j Pembuatan
.| Tanggal

KARANGANYAR

~ DINAS PENANAMAN MODAL "
DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU

Nomor SOP

Revisi

.| Pengesahan

e S o ,Disahkani [ KepamDMPTSP | :
| PEMERINTAH KABUPATEN o PR

CUNIP. e

e Judul SOP - | Pelayanan Izin .~ -

Dasar Hukum

' Operas:onal/ Komersual
Kuallﬁkas1 Pelaksana - ’

fSecara Elcktromk

~ Peraturan =~ Pemerintah
- Nomor 24 ‘Tahun . 2018 -
- :tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Tenntegrasu

1. ‘Memlllk.l kemampuan dalam pelayanan_ B
perizinan operasional/komersial sektor

2. Memiliki kemampuan dalam teknologl 1

- informasi -

s Mengetahu1 tugas dan fung31 pelayanan
_Peraturan - perundang— S
undangan ‘sesuai norma, |
. standar,  prosedur  dan|.
| ° kriteria (NSPK) perizinan|
"f.v.._'.,\sektor S

perizinan operasional/komersial sektor . -
4. Memiliki kemampuan dalam etlka o
'."pelayanan E . S

Keterkaltan

Peralatan/Perlengkapan -

SOP bidang perizinan

operasmnal/ komers1a1 sektor o

1. Peraturan Perunda.ng—undangan
2. Komputer . .
3. Printer

o Penngatan

Pencatatan dan Pendataan

‘Sebagai lapofan Jumlah

| penerbitan perizinan

operasmnal / komers1a1 Sektor d1 e

Dlslmpan sebaga1 data dan ars1p penzman S

daerah




PROSEDUR PELAYANAN IZIN OPERASIONAL/ KOMERSIAL

L No;

rUsaha"j

Pelaku

PELAKSANA

MUTU BAKU

JFU- Admin

'DPMPTSP

Kelengkapa.n

Waktu

 Output

Inputmg data

'{ perusahaan
perseorangan/
| non The

| perseorangan

) Persyaratan
izin

: 30 menit

Notifikasi/
pemberita
" huan -

~melalui | 1
email | -

Pencetaka.n NIB

' Berkas izin -

5
menit

‘Berkas -

‘ Pemﬂlhan
| bidang usaha
sektor SN

F D

| Berkas izin -

30 menit

- Berkas

3 Pemenuhan
I komltmen

- Berkas izin .

menye- -

-suaikan
nspk k/1

Berkas

‘ Vahdasl
- | perizinan sektor

. Berkas izin

hari

- Berkas

. | Pengarsipan =

'|: Berkasizin_

.18

v Berkas

| . menit

o »::‘YPERSYARATAN STANDAR BIAYA WAKTU DAN MASA BERLAKU

e ﬁERSYARATAN PELAYANAN o

] STANDAR

WAKTU ]
}PENYELE—_ |
- SAIAN

 MAsA |

(BERLAKU | |

. K’I‘P elektronlk/ KK
Data yang meliputi:

. Non -

30 menit
Perusahaan

Selama

Retribusi.

.. nama dan NIK; Lo
~alamat tempat tlnggal
_.bldang usaha;
lokasi penanaman moda.l ,
’:besaran rencana pcnanaman moda.l
" rencana penggunaan tenaga kerja;
- nomor kontak : usaha dan/ atau_
‘kegiatan; : N
. rencana permmtaan fas111tas fiskal, |

kcpabeanan - dan/ atau " fasﬂltas
“lainnya; dan . -
. NPWP Pelaku Usaha perseorangan, S R
g ,“Rekomcnda31 teknis - dari orgamsam R
DR perangkat daerah yang terkalt |

menjalan- . '

b‘ mrmo ;ri o ".c‘_m

i SR .

|kanusaha |




B ST ANDAR OPERASINAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN N ON
o PERIZINAN TIDAK MELALUI OSS '

» Nomor SOP |

s Tanggal .-
Pembuatan o

.Revisii C

g S oy - |Disebken T Repala DMPTSP |

:'::*,:‘fiPEMERINTAHKABUPATEN oleh ; B PR
. KARANGANYAR |

' ":DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU | | NAMA i

SATU PINTU L L NP s |

o Judul SOP | Pelayanan Perizinan Izin. |
R IR Perubahan Penggunaan Tanah

(IPPT) - v -

. Dasar Hukum - - T - Kuahﬂka31 Pelaksana '

N ‘Peraturan . Daerah- Kabupaten 1. Memiliki kemampuan dalam pelayanan
Karanganyar No. 1 Tahun 2013 | = perizinan pemanfaatan ruang

By tentang Rencana Tata ‘Ruang | 2. Memiliki kcmamPUan dalam teknologl SRR

- | Wilayah Kabupaten Karanganyar informasi .~ e
a Tahun 2013 2032 | 3. Mengetahui tugas dan fungs1 pelayanan

S EE N ‘perizinan pemanfaatan ruang . N

o 4 Mem111k1 kemampuan dalam etlka pelayananf:l» -

R }Ketcrkautan S Peralata.n/Perlengkapan o

SOP Penzman Pemanfaatan Ruang Peraturan Pcrundang—undangan L
Printer .~ .

. LCD Proyektor
Kendaraan 0peras10na1

ousg.omg—-

'Perlngatan ' _ oo Pencatatan dan Pendataan

perubahan lahan pertaman ke

- | Sebagai Iaporanjumlah Sy DlSlmpan sebaga1 data dan ar31p Penzman |

| .non pertaman d1 daerah




PROSEDUR PELAYANAN IPPT o
v : : — BAKU .
‘ : .PELAKSANAS Kre- Kep Keleng-hd UT\;IIJaktu Output ‘
No. KEGIATAN [ JFU | Kasi | Kabid ‘ :an S s et
) = _ ' Persyara {- 15 Tanda
1. | Menerima ‘ ' tan izin | menit | Terima
' berkas :
* | permohonan Berkas 15 Berkas
2. | Registrasi -izin menit
berkas Berkas 30 Databa
3. { Input berkas [ ] izin menit se
© | dalam SIMTAP Berkas 30 Surat
4. | Pengetikan : izin menit | unda-
- | surat undangan 15 ’ ngan
_ rakor I:
. peninjauan / . . .
| survey lokasi 10 Surat
5. | Pencetakan A menit | unda-
| surat undangan l;:l | ngan
: : 30 Surat
6. | Memintakan N menit | unda-
paraf surat > "EJ_’E:'L' ngan
undangan 5 Surat
7. | Penandatanga- j menit | unda-
' nan surat - » ngan
undangan 5 Surat
8. | Penomoran menit | unda-"|™
v surat undangan ngan
- 3 15 Surat
surat undangan ngan
10. | Pembubuhan \ 4 5 . Surat.
cap/stempel C menit { unda-
dinas ngan
11. | Penulisan v Surat
alamat tujuan . 3 15 unda-
surat dan menit | ngan
penyampulan
12. | Pengiriman Surat
surat undangan y 2jam | unda-
kepada anggota E: ngan
tim
17. Rakcl))r . Berkas | 1hari | Berkas
pembahasan :',:l_.,:l izin :
dengan tim
18. | Pengetikan BAP Berkas | 3jam BAP
pertimbangan < izin -
rakor TIM :
19. | Penandatanga- Berkas
nan BAP ‘ izin 1 hari BAP
20. | Pengetikan E':I - Berkas 15 draf sk
konsep SK izin menit
21. Memintakan Berkas 1
paraf SK E—G'D izin merslit paraf
22, ISD?{nandatangan > Berkas | 1hari | Tanda
' izin tangan
23. | Pencatatan SK Berka S
dalam buku 3 izin ° menit I_)afta
agenda o ent mn}
24, J!;;gi)rmasx izin SK izin . 30 informa
. menit si
25. »P?nyerahan izin CD SK izin 5 | SKizin
‘ B menit S




'PERSYARATAN, STANDAR BIAYA, WAKTU DAN MASA BERLAKU

: | - WAKTU
| : STANDAR | 'MASA
PERSYARATAN PELAYANAN BIAYA PENYELE- BERLAKU
SAIAN
. Mengisi formulir permohonan bermaterai| Non 7 hari -1 tahun
Rp6.000,- dan ditanda tangani pemohon; | Retribusi | kerja sejak | :
. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); ' . berkas
. Fotocopy Bukti Pemilikan, penguasaan | . ,
hak atas tanah/sertifikat tanah; , v dinyatakan
. Denah lokasi tanah yang dimohonkan

izin;
. Perttmbangan “Teknis ‘Pertanahan dan
Kantor Pertanahan;

. Fotocopy SPPT dan STTS PBB tahun
terakhir ;

7. Apablla pemohon tidak datang mengurus
izin sendiri, maka wajib menggunakan |-

surat kuasa bermaterau Rp.6. 000 "

lengkap




Nomor SOP
Tanggal
Pembuatan
Tanggal
Revisi
Tanggal
Pengesahan | ‘
v Disahkan | Kepala DMPTSP
PEMERINTAH KABUPATEN oleh
- /KARANGANYAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU NAMA ..ciiiievniannnee
- PINTU | S ' X
Judul SOP | Pelayanan Perizinan Izin
B | Operasional Menara Bersama
L (IOMB)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerah Nomor 12
-~ Tahun 2013 tentang

1. Memiliki kemampuan dalam pelayanan
perizinan pemanfaatan ruang

Pengendalian Menara | 2. Memiliki kemampuan dalam teknologi
| Telekomunikasi ' - informasi -
2. Peraturan -Bupati | 3. Mengetahui tugas dan fungsi pelayanan
Karanganyar Nomor - 18 perizinan pemanfaatan ruang
Tahun 2014 tentang Petunjuk | 4. Memiliki kemampuan dalam etika pelayanan
Pelaksanaan Peraturan ' '
Daerah
Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Pengendalian Menara
Telekomunikasi
-} Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Perizinan Menara 1. Peraturan Perundang—undangan
Telekomunikasi 2. Komputer
: 3. Printer
4. GPS -
. : 5. Kendaraan Operasional
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Sebagai laporan jumlah

penerbitan perizinan menara

Disimpan sebagai data dan arsip perizinan

telekomunikasi




PROSEDUR PELAYANAN REKOMENDASI IOMB

“PELAKSANA ] T MUTU BAKU

No KEGIATAN* [JFU | Kasi [ Kabid | Sekre- | Kep. | Keleng- | Waktu 'Output

L. | Menerima' | __ [ |~ | | Persyara| - 15 -Tanda’.
. |berkas- - - (U | . . | .| tanizin | menit | Terima
permohonan I e I o

‘2. | Registrasi .~ ‘Berkas | 15 | Berkas
| berkas __izin menit -

. 3. | Imput berkas - E':I |- | | Berkas | 30 | Databa |
| dalam SIMTAP - R I T izin | menit.| se

- | surat undangan oy
jrakori . E

pemnjauan/ -
‘survey lokasi

“izin | menit | unda-

L

4 [Pemgetkan ||| [ |7 |7 | Bekas | 30 | Surat |

- 10 ' | Surat
menit | unda—
: | ngan

| 5. | Pencetakan -
* | surat undangan

6. | Memintakan = - | ‘30 -Surat

A 4
| paraf surat . E—»:I——»D—-b[ : I - | menit “unda- | 0 |

-7. |Penandatanga- | - |~ [y o | b - 5 | Surat

" 8. | Penomoran B N SR EECE . <.} 5 .| Surat
g jsuratundangan} C 1« — 1 1 - 1 |~ | menit| unda-

‘ngan | |

9. Penggandaan :
S ‘surat,undangan . menit | unda-

L
N 10. | Pembubuhan | y - 5 | Surat
.. | cap/stempel C

| dinas . - 1Ty -1 b o | ngan

‘11 |Penulisan -~ [ L f o L 4. - |- | .| - | Surat

surat dan
penyampulan -

. | alamat tujuan l:"] oo b 15 ] unda-:
. oo b b ) | menit | ngan | |

| 12."| Pengiriman | Surat"
| surat undangan C 2 ool b -} 2jam | unda-
kepada anggota e . - | ngan

| [

materi = .
peninjauan/ »
survey lokasi -

'I_]‘
LJ

13. Pembuatan - oy b | Berkas '} 2jam Matgﬁj o

-t 14| Pencetakan - A 4y | o {+ |} | Berkas 15 | Materi
o |materi | &&= - | - |- | izin | menit | rakor
‘peninjauan/ . Ej : AR EE N R ST SRR R
survey lokasi

15. | Pembuatan- -~ | | |-~ |~ | - | 1 | 15 | Daftar |-
| daftarhadir | ¢ | i | | menit| hadir |
penmjauan/ o
survey lokasi

| 16. | Penyampaian
o linformasi. -~ | | | . R L T E R [EEERE PSR B

“ lxepada b [ b oo e o | | Imfor- b
pemohori R R C . 30 | masi-

i

- penmjauan/ R I I I O R I T | survey

peribat [ T} ] | menit | waktu |

surveylokaSI N i 2



No..

"PELAKSANA

- MUTU BAKU

JFU -

Kasi

“Kabid

Sekre-.

Kep.

- Keleng- -
- kapan

Waktu

,Qutp‘ut‘ _

17.

‘Rakor, .~

peninjauan/. - ’
survey lokasi -

- | dengan tim

;E:}

- taris

OPD

; Berkas

1 hari

Infor- |
~masi .

|- tindak
-~ Janjut -

SRR

Pengetikan BAP

peninjauan /-

survey lokasi - ‘

| Berkas

3 jam

TBAP |

19..

Penandatanga- - {

nan BAP

peninjauan/ - ‘

survey lokasi

| 2 b

20.

Pengetikan
konsep SK

Berkas
© . izin

15 -
menit

drafsk |

21.

Memintakan
paraf SK ~

[ |

1

in

> -

" Berkas
__izin

15 .

" menit

~paraf |

22.

Penandatanga-
nan SKIOMB

" Berkas
. izin’

1hari

Tanda -
tangan |

23.

Pencatatan SK -

. | dalam buku
~lagenda -

| Berkas -

- Data -

izin

Informasi izin -

jadi T

SK 121n

informa |
s

Penyerahan izin

“SKizin




PERSYARATAN, STANDAR BIAYA, WAKTU DAN MASA BERLAKU

12.

13.

14.
15.

warga sesuai dengan radius ketinggian
menara  berdasarkan  atas
kepemilikan sertifikat tanah diketahui
oleh ketua RT, Ketua RW, kepala
Desa/Lurah, dan Camat;

Surat pernyataan bermaterai Rp.6.000,-
yang - ditandatangani Pimpinan
Perusahaan tentang kesanggupan untuk
menanggung kerugian, apabila terjadi
resiko kegagalan, Kkerugian, kecelakan
yang diakibatkan oleh pernbangunan,
dan beroperasinya menara;

Rekomendasi UKL-UPL dari SKPD yang

membidangi urusan Lingkungan Hidup
telah - memenuhi persyaratan untuk
diberikannya Izin Mendirikan Menara;

Surat pernyataan panggunaan catu daya;
Telah - memenuhi persyaratan untuk
diberikan Izin Gangguan apabila

~menggunakan genset sebagai catu daya

cadangan;

bukti |

; : -.« » 5 “WAKTU
o ’ "STANDAR MASA -
?ERSYARATAN PELAYANAN BIAYA |, PENYELE- BERLAKU
o SAIAN bl
1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Non 7 hari Selama -
- Rp.6.000,- Retribusi | kerja sejak | perusa-
2. Fotoc?lpy Kartu Tanda Penduduk (KTP) - | berkas haan
emohon; . .
3. guktl ‘'sah sertifikat kepemxhkan tanah; dinyatakan operasiona
4. Apabila pemohon tidak datang mengurus | lengkap - |ldan tlc.lak
izin sendiri, maka wajib menggunakan berganti
- surat kuasa bermaterai Rp.6.000,-; kepemili-
5. Fotocopy SPPT dan STTS PBB tahun kan |
~ terakhir;
6. Akte pendirian perusahaan yang telah -
~ disahkan dan akte perubahaannya (bila
- ada); .
| 7. Fotocopy NPWP perusahaan, .
8. Fotocopy SIUP dan TDP Perusahaan;
9. Rekomedasi titik pembangunan menara
|~ berdasarkan zona cellplan dari kepala
SKPD yang membidangi;
10. Berita acara sosialisasi warga ‘yang
diketahui oleh Ketua RT., Ketua RW.,
Kepala Desa/Lurah, dan Camat; _
11. Surat, pernyataan tidak keberatan dari |




| 1.

IR :18.
)

,Akte/buktl pengahhan atau pemmdahan, SRR
 apabila - ada perubahan kepennhkan o
‘menara; ’ - S
Bukti- buktl penenmaan : kompensa51 DR
" terhadap masyarakat d111ngkungan ST
" menara lokasi;

‘Fotocopy lzin Mendlrlkan Bangunan v S
Persyaratan lain yang berkaitan dengan |

- Izm Operasmnal Menara Telekomumkam 1




1 PEMERINTAH KABUPATEN
' | KARANGANYAR' '

'YDINAS PENANAMAN MODAL |
| DANPELAYANAN TERPADU |

| 'SATU PINTU

Nomor SOP

| Pembuatan

[ Revisi_

Tanggal |

' Pengesahah

Tanggal

Disahkan . Kepala DMPTSP

' Judul SOP o Pelayanan Izin Pengelolaan - '

TPBU _

- Dasar Hukum

.Kuahﬁkam Pelaksana —

-+ | Peraturan Daerah Kabupaten
| Karanganyar No. 10 Tahun 2011
. { tentang Pengelolaan ‘Tempat
| Pemakaman = dan - Retnbus1 o R
3. Memiliki kemampuan dalam etlka SRR

o Pelayanan Pemakaman : dan
h Pengabuan Mayat :

1. Memiliki kemampuan dalam teknologl

' informasi : R

2. Mengetahui tugas dan fungs1 pelayanan' .
pengelolaan TPBU = '

- ; pelayanan o

e »Keterkaltan -

‘Peralatan/ Perlengkapan X

o SOP b1dang pengelolaan TPBU

1. Peraturan Perundang-undangan

o Komputer
- |'3. Printer B
| 4. Kendaraan Operas1onal R

Peringatan -

Pencatatan dan Pendataan

Sebagai laporan jumlah =
penerbitan Izin Pengelolaan

Disimpan sebagai data dan arsip perizinan

TPBU d1 daerah

s




PROSEDUR PELAYANAN IZIN PENGELOLAAN TPBU

KEGIATAN

PELAKSANA

__MUTU BAKU

| Kasi

Kabld

Sekre-

Kep.

Keleng- | Waktu
kapan :

‘Output.

Menenma

| berkas - -

permohonan

taris

OPD

Persyara.

~Tanda
- Terima

15
tan izin :mcnit

Registrasi
berkas

‘Berkas
. izin

15

_ Berkas
menit |

Input berkas -
dalam SIMTAP

~ 30
menit’

-Berkas

izin - se

Databa |

‘| Pengetikan -
| surat undangan
' rakor ’

peninj auan /

| survey lokasi

M

LI

- Berkas .
o -izin

30 .

-menit

Surat

unda- |
ngan |

Pencetakan
surat undangan

L

L1

10
.| -menit "

Surat |
~unda- - |. -
- ngan .

Memmtakan .
paraf surat
undangan -

gt

30
: ’menit_

- Surat
“unda-

ngan -

Pena.ndatanga-

| nan surat

undangan

-9 - Surat
menit | unda-
o ngan

Penomoran

surat undangan

9 | Surat
’bbr.nc_nit unda-

Penggandaan
" ksurat undangan

Ne)
L

15
menit

Surat
~unda-
ngan

10.

Pembubuhan

| cap/ stempel

dinas

-5 | Surat
menit - unda-

ngan-

N

Penulisan

| alamat tujuan

surat dan

|
L]‘

15
menit

- Surat |
unda-
- ngan -

12,

penyampulan.

Pengiriman

‘surat undangaxi ‘
. kepada anggota
| tim - ‘

‘2jam

~Surat |
unda- . |

13.

Pembuatan
materi -
peninjauan/
survey lokasi

Berkas: | 2jam

- Materi -
rakor

{14

Pencetakan

‘| materi.

peninjauan/
survey lokasi

:hA‘

- Berkas

"~ 15 - Materi
menit

" rakor.

g5

Pembuatan .

daftar hadir

rakor

peninjauan/

survey lokasi

15 -
menit | hadir-

-Daftar -

,‘ v‘, . 16.

Penyampaian -
informasi.
kepada -

pemohdn

perihat

pemn_;auan/ S

.30
menit .

_ masi
~waktu

‘Ihfor{: ;

survey |.

‘survey lokasi k




PELAKSANA'

-izin sendiri, maka wajib melengkapi surat
- kuasa bermaterai Rp.6.000,-.

T MUTU BAKU | KET.
No. | - KEGIATAN JFU | Kasi | Kabid | Sekre- | Kep. | Keleng- | Waktu | Output
: S . taris | OPD | kapan '

17. | Rakor v 1 . = .Berkas | 1 hari [ Infor-
peninjauan/ D"’D izin masi
survey lokasi ' ’ tindak

. dengan tim lanjut

18. | Pengetikan BAP ‘Berkas | 3 jam BAP
peninjauan/ e izin ‘

‘ survey lokasi

19. | Penandatanga- $ . :

: nan BAP E :l 2 hari BAP
peninjauan/

. survey lokasi : e :

20. | Pengetikan E:l . Berkas 15 draf sk
konsep SK izin menit

21. | Memintakan ) ol .| Berkas 15 paraf

" | paraf SK - Ll © izin | menit

22. | Penandatanga- Berkas | 1 hari | Tanda
nan SKIMB ©izin - tangan

33. Péhcatatan SK -Berkas S Data
dalam buku C 1« izin | menit | izin

- agenda : :

24. | Informasi izin SK izin 5 . | informa

~ ljadi I:|j menit si

25. | Penyerahan izin (j SKizin | 5 SK izin

‘ o ’ S . menit '

PERSYARATAN, STANDAR BIAYA, WAKTU DAN MASA BERLAKU

S o WAKTU o
| | STANDAR | __ | ‘MAsa
PERSYARATAN PELAYANAN BIAYA PENYELE- BERLAKU
SAIAN ‘ ‘
1. Mengajukan surat perniohonan kepada| Non | 5harikerja |5 Tahun -
- Bupati melalui DPMPTSP berrneterai Retribusi | sejak ’
2. Rekomenda31 teknis dari dlnas yang dinyatakan
'~ membidangi pemakaman; _ lengkap
3. Asli keputusan tentang penetapan lIzin | L
Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan

- Umum lama;

4. Akta Pendirian Badan Hukum Sos:al
Keagamaan/Yasayan dan perubannya

~ (bila ada); .

5. Apablla pemohon tidak datang mengurus |




Nomor SOP

Tanggal
Pembuatan
‘Tanggal
| Revisi
Tanggal
Pengesahan '
ot _ . Disahkan =~ | = Kepala DMPTSP
PEMERINTAH KABUPATEN | 9P
‘ :KARANGANYAR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU NAMA ...ccoierennienene
: SA'I‘U PINTU : NIP. ........... eerrerenes esusvanses v
' Judul SOP Pelayanan Perizinan Izin Usaha
| Toko Modern {(IUTM) '
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerah Nomor 17

Tahun 2009 tentang Penataan
dan  Pembinaan Pasar
Tradisional, - : Pusat
Perbelanjaan dan Toko
Modern - |

. Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 32
Tahun 2012 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 17 Tahun 2009
tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern .

. Peraturan . Menteri
Perdagangan o Nomor

"~ No.70/M-IND/PER/12/ 2013
tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern ‘

. Peraturan - B Mentcn
Perdagangan ‘ Nomor
No.68/M-IND/PER/10/ 2012
tentang Waralaba untuk Jenis

»Usaha Toko Modem

1. Memiliki kemampuan dalam pelayanan
perizinan usaha toko modern .

2. Memiliki kemampuan dalam teknologi
informasi

3. Mengetahw tugas dan fungsi pelayanan
perizinan usaha toko modern

4. Memiliki kemampuan dalam etxka
pelayanan .




Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP bidang perlzman toko | 1. Peraturan Perundang—undangan
modern o - 2. Komputer
: 3. Printer
: 4. Kendaraan Operasmnal
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Sebagai laporan jumlah Disimpan sebagai data dan arsip perizinan -

- | penerbitan IUTM di daerah :

PROSEDUR PELAYANAN IZIN USAHA TOKO MODERN (IUTM)

KET.

Penyerahan izin

SK izin 5
- | menit

: : PELAKSANA - MUTU BAKU
No. KEGIATAN JFU | Kasi | Kabid | Sekre- | Kep.O | Kelengk | Waktu | Output
S taris PD a-pan 2k
1. | Menerima - : " | Persyara 15 Tanda
| berkas tan izin- | menit | Terima
- - | permohonan :
2. ll}egil;strasi D Berkas 15 Berkas
- | berkas T izin . menit
3. | Input berkas E':I Berkas 30 [ Databa
| dalam SIMTAP izin menit |  se
4. | Pengetikan h 4 Berkas 30 draf sk
- | konsep SK ' Ej izin menit
5. | Memintakan mm "l—l‘ﬂ_' v Berkas 15 paraf
- | paraf SK L . ' izin | menit '
6. | Penandatanga- , Berkas | 1 hari | Tanda
- | nan SK Izin izin tangan
| ITUTM '
7. | Pencatatan SK - Buku 5 SK izin
| dalam buku e agenda | menit
agenda -
8. | Informasi izin SK izin 5 SK izin
1 jadi ‘ I:|:I menit
SK izin

Iy




' PERSYARATAN, STANDAR BIAYA, WAKTU DAN MASA BERLAKU

WAKTU

. MASA

. | STANDAR |
. :PERSYARATAN PELAYANAN BIAYA PENYELEf 1 BE KU
SAIAN RLA
|I'l. Mengisi Blanko Permohonan bermaterai Non 5 hari kerja | 5 Tahun

Rp.6.000,-; . . Retribusi | sejak
2. Fotocopy Izin Pemanfaatan Ruang; ' berkas

3. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi dinyatakan.
’ S . lengkap

masyarakat sekitar; ,
4. Fotocopy Izin Gangguan (HO),
5. Fotocopy Izin Mendirikan ’Bangunan
(IMB);.
6. Fotocopy KTP Pemohon,
- dengan dokumen
membuktxkan _bahwa
mcrupakan wakil yang sah;
7. Fotocopy akte pendirian atau dokumen
lain yang - mendukung ~dan
pengeSahannya, -
Fotocopy NPWP; :
Apabila pemohon tidak datang mengurus
izin sendiri, maka wajib menggunakan
surat kuasa bermaterai Rp.6.000,-
10.Surat pernyataan
melaksanakan dan mematuhi ketentuan

‘pemochon

oe

Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku;

11.Rencana kemitraan dengan Usaha MlkI'O ,

dan Usaha Kecil; dan
12.Proposal rencana pengelolaan pasar

disertai dengan struktur organisasi dan

SOP yang akan diterapkan;
13.Rekomendasi pendirian IUTM dari
organisasi perangkat daerah yang terkait.

dilengkapi |
pendukung yang|

kesanggiipan '




5 Nomof SOP':'- o

" Tahun 2012 tentang Izin

{Tanggal | .
- | Pembuatan
| Tanggal
- |Revisi
Tanggal
| Disahkan | = - Kepala DMPTSP. -~
PEMERINTAH KABUPATEN | IR | R o
- KARANGANYAR
DINAS PENANAMAN MODAL R
DAN PELAYANANTERPADU : | - NAMA ...l
’ SATU PINTU o - S NIP. it
v Judul SOP * | Pelayanan Perizinan Izin =~ - |
| R : , Reklame/Tltlk Lokasi Reklame o
Dasar Hukum o - » Kuahﬁkam Pelaksana o
‘1. Peraturan Daerah Nomor 1 »_1; Memiliki kemampuan dalam pelayanan o

 perizinan reklame

. penerbitan Izin Reklame /Tltxk'

o Rcklamc “dan: Pengelolaan 2. Memiliki kemampuan dalam teknolog1
- Titik Lokas1 Reklame _ ~informasi =~ : :
2.Peraturan Bupat1 ‘3. Mengetahui tugas dan fungs1 pelayanan
_:*""Karanganyar Nomor 52|  perizinan reklame
“Tahun 2014 tentang Petunjuk' 4. Memiliki kemampuan dalam etlka
_. ’Pelaksanaan Peraturan . pclayanan S
e _"Daera_h Lo
~ Nomor 14 Tahun 2006 tentang o
~ 'Izin Reklame dan Pengelolaan |
* Titik Lokasi Rcklame_', R
' Keterka1tan - | Peralatan/Perlengkapan =~ =
SOP b1dang penzman reklame o 1. Peraturan Perundang—undangan
S ' 2. Komputer =
3Pr1ntcr ’ RN
e | 4. Kendaraan Operasmnal SR
o Perlngatan ‘| Pencatatan dan Pendataan
Sebagai laporan Jumlah

| Disimpan sebagai data dan arsip perizinan . =

: Lokas1 Reklame di daerah




PROSEDUR PELAYANAN IZIN REKLAME/ TI'I‘IK LOKASI REKLAME

PELAKSANA MUTU BAKU

No. KEGIATAN JFU | Kasi | Kabid | Sekre- | Kep. | Keleng- | Waktu | Output

: ‘, : : _taris_| OPD | kapan

1. | Menerima ’ Persyara 15. "llq‘ar.lda
berkas tanizin | menit erima
permohonan :

2. | Registrasi Berkas 15 Berkas

" | berkas El: izin menit

3. [ Input berkas E'j Berkas 30.t Databa

| dalam SIMTAP - 1zin memn se

4. | Pengetikan , Bt?r}{as_ 30. Surat
surat undangan | ¢ izin menit | unda-
rakor C ngan
peninjauan/ .
survey lokasi

5. | Pencetakan \ 10 Surat

.| surat undangan L__] menit | unda-

o ngan

6. | Memintakan 30 Surat
| paraf surat (R o N o o I o IR menit | unda-
undangan : ngan

7. | Penandatanga- ; ‘b ’ 5 ] Surat

-| nan surat C menit | unda-
undangan ngan -

8. | Penomoran 5 Surat

| surat undangan | [_}¢ menit { unda-
ngan

9. | Penggandaan - ':l 15 Surat
surat undangan ‘menit | unda-

: ngan

10. | Pembubuhan y 5 Surat

.| cap/stempel ﬁ] menit | unda-
dinas ‘ ngan

11. | Penulisan i Surat

"} alamat tujuan E 15 unda-
surat dan menit | ngan
penyampulan

12. | Pengiriman - Surat
surat undangan Ej 2 jam | unda-
kepada anggota ' ngan
tim .

13. | Pembuatan ! Berkas | 2jam | Materi
materi ] izin . rakor
peninjauan/ -
survey lokasi

.14 | Pencetakan Berkas 15 Materi
materi E"J izin | menit | rakor
peninjauan/ -
survey lokasi

15. | Pembuatan 15 Daftar

.- | daftar hadir v menit | hadir
rakor C3
peninjauan/

: survey lokasi

16. | Penyampaian

-| informasi ol
kepada . ' Infor-
Pexffilg:lm » ] 30 masi
perina menit | waktu
peninjauan/ survey
survey lokasi v




PELAKSANA

MUTU BAKU

— KET.

No. KEGIATAN JFU | Kasi | Kabid | Sekre- | Kep. | Kelengk [ Waktu | Output

' P ' v taris | OPD | a-pan 3

17. | Rakor - : Berkas | 1hari | Infor-
peninjauan/ , e ] izin masi
survey lokasi . ' tindak
dengan tim lanjut

18. | Pengetikan BAP Berkas | 3jam BAP
peninjauan/ E: - izin : :

| survey lokasi '

19. | Penandatanga- ! :
nan BAP 13 2 hari { BAP
peninjauan/ :
survey lokasi

20. | Pengetikan ] Berkas 15 draf sk
konsep SK v ' . izin menit '

21. | Memintakan . Berkas 15 - | paraf
p:;'af SK 'D_-G—E izin menit par

22. | Penandatanga- X Berkas | 1 hari | Tanda

| nan SKIzin < > izin tangan

23. | Pencatatan SK Berkas 5 Data
dalam buku | E e - izin menit izin -
agenda - o

24. | Informasi izin SK izin 5 informa |
jadi menit si

25. | Penyerahan izin g SKizin | 5 SK izin-
' ‘ - menit

'PERSYARATAN, STANDAR BIAYA, WAKTU DAN MASA BERLAKU

- perangkat daerah yang terkait.

: | 'WAKTU
: | | STANDAR | MASA
PERSYARATAN PELAYANAN " BIAYA PENYELE- BERLAKU
1. Formulir permohonan - bermaterai; . Non 5 hari kerja | Sesuai
Rp.6.000,-; _ ' Retribusi | sejak | ukuran
2. Fotocopy KTP pemohon; _ ~ |berkas | reklame
3. Gambar/tulisan reklame beserta ukuran dinyatakan “
panjang dan lebarnya; : lengkap
4.- Rekomendasi teknis dari organisasi .




‘| Nomor SOP
Tanggal
kN [ Pembuatan
Tanggal
: Revisi
a Tanggal
“ Pengesahan L
Disahkan Kepala DMPTSP
PEMERINTAH KABUPATEN oleh
. KARANGANYAR
DINAS PENANAMAN MODAL |

- DAN PELAYANAN TERPADU - NAMA ......ccciiiieieneee
* SATU PINTU NIP. cioieiriaiienieieniiaiennes venes
;s ‘ | Judul SOP- | Pelayanan Perizinan Izin

’ : Usaha/Tanda Daftar Usaha -
b : Penggilingan Padi
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1 Peraturan Daerah Nomor 2| 1. Memiliki kemampuan dalam pelayanan
Tahun 2010 tentang perizinan usaha penggilingan padi
Penggilingan Padi 2. Memiliki kemampuan dalam teknologi -
2. Peraturan Bupati - informasi
Karanganyar ‘Nomor 51| 3. Mengetahui tugas dan fungs1 pelayanan
‘Tahun 2010 tentang Petunjuk |  perizinan usaha penggilingan padi
~ Pelaksanaan Peraturan | 4. Memiliki kemampuan dalam etlka

~ Daerah Nomor 2 Tahun 2010 pelayanan
- tentang Penggilingan Padi ‘
| Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP bidang perizinan 1. Peraturan Perundang—undangan
penggilingan padi 2. Komputer
- 3. Printer
Ao 4. Kendaraan Operasmnal
Peringatan Pencatatan dan Pendataan :
Sebaga1 laporan jumlah | Disimpan sebagai data dan arsip perizinan

perizinan penggilingan pad1 di

daerah




PROSEDUR PELAYANAN IZIN USAHA /TANDA DAFTAR US AH A
PENGGILINGAN PADI L

- PELAKSANA

MUTU BAKU - -

KEGIATAN | JFU | Kasi- | Kabid

Sekre-

Kep.
OPD.

Keleng-
“kapan -

.Waktu '

. | Menerima
| berkas - )
' permohonan '

- taris

: Persyara

menit

“Tanda
Terimav Lo

‘| berkas’

Registrasi I

Berkas
_izin

15
‘menit

- Berkas A

.- | Input berkas .
- | dalam SIMTAP:

Berkas

30 -
-menit

-Databa

- se .

.| Peninjauan/ -
| survey lokasi =

Berkas

"1 hari

- entasi

Dokum |-

:| Pengetikan
| konsep SK

D}ﬂﬂ.’

-Berkas -

.30
‘menit

drafsk

| paraf SK

Memintakan. @ o of

o B oy

Berkas -
‘izin

15
menit

.| Penandatanga- -
“- | nan SK Izin ‘

Usaha/TDU -

i Berkas

: Tanda'
tangan |- -

.| Pencatatan SK
‘| dalam buku
‘| agenda -

~agenda

, SK izin

. Informas1 1z1n

jadi P

SKizin | 5

menit

[sKein

BB

Penyerahan izin

- SK 1zm )

‘menit

B ff PERSYARA’I‘AN STANDAR BIAYA WAKTU DAN MASA BERLAKU

7 iy

STANDAR
BIAYA

WAKT U

. PENYELE-_-,
e SAIAN.-

. .mengisi~
Rp.6.000,; ‘
. »Fotocopy KTP Pemohon yang mas1h berlaku B
 (jika suarm/ istri WNA) melamplrkan Fotocopy B
o ,'_Paspor, o . T
Fotocopy NPWP P S
pas foto berwarna setengah badan ukuran 4 SRR
- x 6 sebanyak 2 (dua) lembar; - R
»vFotocopy sah Akte Pend.man/Perubahannya’ LT
' yang masih berlaku bag1 pemohon yang L
berbadan hukum et
. Fotocopy IMB; SRR R
.vv.Melamplrkan Izin Usaha Penggllmgan Pad1 R
" asli, bagi pcmohon yang melakukan daftar R
ulang, perubahan, atau pengganhan .

Blanko Permohonan bermatera1

"Non

| Retribusi.

5 han ker_la
se_]ak
bcrkas

_ 'dmyatakan

lengkap

S Tahﬁn..' o

Output | " ’

- BERLA KU 1




PEMERINTAH KABUPATEN

|~ KARANGANYAR
DINAS PENANAMAN MODAL

,,DAN PELAYANAN TERPADU :

SATU PINTU "

“{ Nomor SQP - |

Tanggal =~
Pembuatan

| Revisi

- | Tanggal
- | Pengesahan_

Disahkan . | _‘ - Kepala DMPTSP v. .

oleh - S

B Dasar Hukum

- Judul SOP .| Pelayanan Perizinan Izin Optlk’

Kualifikasi Pelaksana

- | Keputusan Menten Kesehatan
Nomor ; = 1424/MENKES/

| sk/x1/2002 'I‘entang Pedoman
- Penyelcnggaraan Optlkal

1.

2.

Memiliki kemampuan dalam pelayanan B

- perizinan optik S
Memiliki kemampuan dalam teknolog1 oo

informasi

’:Mengetahul tugas dan fung31 pelayanan e

perizinan optik

~Memiliki kemampuan daiam etlka

pelayanan

Keterkaltan B

Peralatan / Perlengkapan -

- SOP bldang penzman optlk S

1. Peraturan Perundang-undangan
2.Komputer = o
3Pr1nter‘- B

Perlngatan

Pencatatan dan Pcndataan

" Sebagai laporan Jumlah

Dlslmpan sebagal data dan ar81p perlzman o

R penerb1tan Izin Optlk d1 daerah 3




PROSEDUR PELAYANAN IZIN OPTIK

, P PELAKSANA L MUTU BAKU KET.
No. KEGIATAN JFU | Kasi | Kabid | Sekre- | Kep.O | Keleng- [ Waktu | Output |
: : " taris PD kapan :
1. | Menerima » ' Persyara 15 Tanda
berkas o - | tanizin } menit | Terima
- | permohonan : . :
2. | Registrasi I:-_-I Berkas 15 Berkas
berkas T ' izin menit
3. | Input berkas E':l v Berkas 30 | Databa
v dalam SIMTAP : a izin - | menit se
4. | Pengetikan L Berkas 30 draf sk
| xonsep SK CJ izin__| menit
. intakan r
e el el P
6. | Penandatanga- - , -| Berkas | 1hari | Tanda
" | nan SKIzin ' izin tangan
' Optik . ' '
7. | Pencatatan SK Buku 5 SKizin
dalam buku [ Je | agenda | menit
agenda - : '
8. | Informasi izin E; B ' S SKizin |- 5 SK izin
jadi - L ' menit
9. | Penyerahan izin (j | SKizin 5 SK izin
‘ : menit

- PERSYARATAN, STANDAR BIAYA, WAKTU DAN MASA BERLAKU

: o : WAKTU
S STANDAR | MASA
_ }’ERSYARATAN PELAYANAN o  BIAYA PESNYEII\}E- ‘| BERLAKU"

Mengisi blangko permohonan bermatera.l Non 2 hari kerja | 5 Tahun
Rp.6.000,-; Retribusi | sejak '
Surat keteranga.n domxsm/ KTP setempat _ berkas
" Fotocopy KTP penanggung jawab; , ' dinyatakan
Fotocopy akte pendirian disahkan Notaris; - - { lengkap
~ Surat keterangan tempat usaha SIUP/TDP; R
Data tenaga penanggung Jawab surat-surat
penguasaan tanah;
Fotocopy ijasah- yang dlakul Kementerian
~ Kesehatan;
8. Surat pernyataan kesanggupan menjadl
‘ pcnanggung jawab; '
9. Surat keterangan sehat;
10. Pas photo 4 x 6 sebanyak 2 lembar,
11. Denah bangunan;
12. Denah lokasi;
13. Daftar pencatatan optik yang ada di ruangan;
14. Rekomendasi GAPOPIN; :
15. Rekomendasi IROPIN;
16.Surat = perjanjian  kerjasama  tenaga
RO/ khusus untuk RO yang gabungan,
'17.Fotocopy izin lama

caprLbd . =

N




Nomor SOP
| Tanggal
Pembuatan
Tanggal
Revisi
Tanggal
{ Pengesahan
. . v Disahkan - " Kepala DMPTSP
PEMERINTAH KABUPA’I‘EN oleh |
. KARANGANYAR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU - NAMA ...cocvvivvinnnne,
~SATU PINTU ‘ : : R § 2 T PO "
Judul SOP = | Pelayanan Penzman Kartu :
.. Pengawasan »
Dasar Hukurn : - | Kualifikasi Pelaksana :
1. Keputusan Menteri | 1. Memiliki kemampuan dalam pelayanan

Perhubungan = Nomor 35
Tahun 2003  tentang
Penyelenggaraan  Angkutan
Orang di Jalan dengan
~Kendaraan Umum
2. Peraturan Daerah Nomor 6

perizinan trayek v

2. Memiliki kemampuan dalam teknologi
informasi

3. Mengetahul tugas dan fungsx pelayanan
perizinan trayek .

4. Memiliki kemampuan dalam e’uka -.

Tahun 2012 tentang Retnbum pelayanan
' Penzman Tertentu v . -
Keterkmtan Peralatan/Perlengkapan =

SOP bidang perizinan trayek

1. Peraturan Perundang-undangan
2. Komputer '

3. Printer
Peringatén Pencatatan dan Pendataan
Sebagai laporan jumlah

| penerbitan Kartu Pengawasan di
daerah

Disimpan sebagai data dan arsip perizinan




PROSEDUR PELAYANAN KARTU PENGAWASAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

No. KEGIATAN JFU | Kasi | Kabid | Sekre- |{ Kep.O | Keleng- | Waktu | Output
‘ . : . taris PD kapan o
1. | Menerima e Persyara 15 Tanda
: berkas tan izin. | menit | Terima
permohonan .
2. | Registrasi - . Berkas 15 Berkas
berkas T __izin menit
3. | Input berkas E':I : Berkas 30 Databa
dalam SIMTAP izin menit se
4. | Pengetikan Y. |- Berkas 30 draf sk
konsep SK E'Lj__ izin | menit
S. | Memintakan M Berkas 15 paraf
paraf SK G " izin menit :
6. | Penandatanga- Berkas | 1 hari | Tanda
- nan SK Izin izin tangan
: Trayek . I . . o
7. | Pencatatan SK Buku 5 | SKizin
dalam buku _Je ‘agenda | menit
- agenda .
8. | Informasi izin SK izin 5 SK izin
jadi - E|:l menit
9. | Penyerahan izin SK izin 5 SK izin
' PERSYARATAN, STANDAR BIAYA, WAKTU DAN MASA BERLAKU
Lo : - WAKTU
o ‘ - STANDAR : ' ~MASA
. PERSYARATAN PELAYANAN  BIAYA PENYELE- BERLAKU
1. mengisi blangko permohonan’ bermaterai | Retribusi | 3 hari kerja | 3 Tahun
Rp.6. 000’ : berdasar- | sejak '
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) vkan Perda bferkas .
pemilik; ;imyl.':takan
3. Izin Trayek. ,efpg .




" PROSEDUR PELAYANAN KARTU PENGAWASAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

No. KEGIATAN JFU [ Kasi | Kabid | Sekre- [ Kep.O | Keleng- | Waktu | Output
: taris PD kapan
1. | Menerima ' ‘ Persyara | 15 | Tanda
berkas ‘tan izin | menit | Terima
permohonan y
2. | Registrasi - ] Berkas 15 - | Berkas
.| berkas: T izin menit
3. { Input berkas I:':I » 3 Berkas 30 | Databa
| dalam SIMTAP ' - izin menit se
4. | Pengetikan l_"_l ‘ : . : : Berkas | 30 | drafsk
konsep SK ' : ' - . izin menit
R P S e i g ™ g N Bk | it | P
’ paraf SK : - izin menit
6. | Penandatanga- Berkas | 1 hari | Tanda
nan SK Izin . ' - cizin | " | tangan
- .| Trayek: ‘ | R :
7. | Pencatatan SK Buku S SK izin
dalam buku _ e agenda | menit
| agenda
8. | Informasi izin . SK izin 5 SK izin
Jjadi |:I:| : menit
9. [ Penyerahan izin SK izin 5 °| SKizin
A (j | _menit
PERSYARATAN STANDAR BIAYA, WAKTU DAN MASA BERLAKU
. , . WAKTU ' :
ey : : STANDAR MASA
»PERSYARATAN PELAYANAN " BIAYA PENYELE- BERLAKU
‘ ‘ SAIAN
1. mengisi blangko permohonan bermaterai Retribusi | 3 hari kerja | 3 Tahun
Rp.6.000,-; ‘berdasar- | sejak- s
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kan Perda | berkas
. dinyatakan
- pemilik; lengkap
3. Izin Trayek g p
BURNHIQ&MNGANYAiV{

/sJUL ATMONO

Telah Dikoordinasikan

PEJABAT

PARAF |

1. Asisten Pernerintahan

2. Kepala DPMPTSP
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